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ABSTRAK

Arly Sufina Fadlan Nasution (2019), NIM : 53153035, Judul Skripsi :
Analisis Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja Kontruksi Terbengkalai
Dengan Akad Musyarakah Studi Kasus Bank Sumut Kantor Cabang
Syariah Medan, dibawah bimbingan Pembimbing Skripsi | Bapak Dr.
Muhammad Yafiz, MA dan Pembimbing Skripsi Il Bapak Muhammad
Syahbudi, MA.

Adanya pembiayaan Musyarakah mempermudah para developer untuk
mencapai tujuannya dengan cara bekerjasama dengan pihak Bank dalam proses
proyek pembangunan. Pada Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan, terdapat
beberapa pihak swasta yang mengajukan pembiayaan modal kerja proyek
kontruksi. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya ada juga beberapa kendala yakni
kontruksi yang terbengkalai yang mengakibatkan pembiayaan menjadi
bermasalah. Dari hasil penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah
bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan modal kerja kontruksi dengan akad
Musyarakah pada Bank Sumut KCSy Medan, bagaimana penyelesaian pihak
Bank Sumut KCSy Medan pada kontruksi yang terbengkalai, serta kendala yang
dihadapi pihak Bank dalam menyelesaikan permasalahan pembiayaan modal kerja
kontrukis terbengkalai. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana
mekanisme pengajuan pembiayaan modal kerja kontruksi dengan akad
Musyarakah pada Bank Sumut KCSy Medan, mengetahui penyelesaian pihak
Bank Sumut KCSy Medan terhadap kontruksi yang terbengkalai dan untuk
mengetahui kendala yang dihadapi pihak Bank dalam menyelesaikan
permasalahan pembiayaan modal kerja kontrukis terbengkalai. Penelitian ini
menggunakan metode kualitatif. Tahapan analisis dalam penelitian ini
menggunakan metode deskriptif. Oleh karena itu, penelitian dilakukan observasi,
wawancara dan dokumentasi, kemudian menganalisanya melalui reduksi data,
display data dan penarikan kesimpulan. Dari hasil penelitian ini dapat
disimpulkan bahwa (1) Mekanisme pemberian pembiayaan modal kerja kontruksi
dengan akad Musyarakah adalah memenuhi persyaratan pembiayaan kontruksi
yaitu pembiayaan Musyarakah untuk badan usaha, ditambah IMB dan RBB, tahap
menganalisis dan penilaian nasabah dari segi 5C, tempat usaha, laporan keuangan,
jaminan, dan lain sebagainya selanjutnya Bank meberikan surat persetujuan
beserta berkas perjanjian/akad, lalu Bank memberikan pembiayaan kepada
nasabah dan melakukan pengawasan, pemantauan serta mengadakan
pengunjungan ke lokasi proyek kontruksi. (2) Faktor terpenting yang harus
menjadi perhatian dalam langkah penyelesaian pembiayaan yaitu upaya
penyelesaian yang dikelompokkan menjadi dua, Stay Strategy dan Phase Out
Strategy. (3) Kendala yang terjadi selama proses penyelesaian permasalahan
pembiayaan yaitu, nasabah yang menghindari pihak Bank dengan sengaja,
kurangnya koperatif nasabah membuat Bank mengambil keputusan akhir untuk
menyelesaikan pembiayaan antar Bank dan nasabah dengan cara pelelangan hak
tanggungan.

Kata kunci: Pembiayaan Musyarakah, Modal Kerja, Kontruksi Terbengkalai.
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya beragama islam,
telah lama mendambakan kehadiran sistem lembaga keuangan yang sesuai
tuntutan kebutuhan tidak sebatas financial namun tuntutan moralitasnya. Sistem
Bank yang dimaksud adalah perbankan yang bebas dari bunga (free interest
banking). Sistem Bank bebas bunga atau disebut dengan Bank Islam atau Bank
Syariah, memang tidak khusus diperuntukkan untuk sekelompok orang namun
sesuai landasan Islam yang “Rahmatan lil a’lamin”, tetapi didirikan guna
melayani masyarakat banyak tanpa membedakan keyakinan yang dianut. Bagi
kaum muslimin, kehadiran Bank Syariah adalah memenuhi kebutuhannya, namun
bagi masyarakatl ainnya, Bank Islam adalah sebagai sebuah alternative lembaga
jasa keuangan disamping Perbankan Konvensional yang telah lama ada.!

Berkembangnya Bank Syariah di Indonesia dimulai dengan didirikannya
Bank Muamalat pada tahun 1992. Regulasi mengenai Bank Syariah tertuang
dalam UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank Syariah adalah
Bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsipsyariah.? Sedang Bank
adalah lembaga keuangan yang kegiatan usahanya menghimpun dana dari
masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat serta
memberikan jasa-jasalainnya.® Menurut UU No.7 pasal 3 tahun 1992 fungsi utama
Perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dana dan penyalur dana
masyarakat.

Pada Perbankan Syariah produk penghimpun dana yakni; Prinsip Wadi ah,
Prinsip Mudharabah (Mudharabah Mutlagah dan Mugayyadah), dan Akad
Pelengkap (Wakalah). Sedangkan pada produk penyaluran dana yakni; Prinsip

IMuhammad, Manajemen Dana Bank Syariah, (Jakarta:.RajaGrafindo Pers, 2014), h.
302

2Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Kauangan Syariah (Jakarta: Kecana, 2017), h. 58

3Kasmir, Dasar-dasar Perbankan (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 3

“lbid, h. 281



JualBeli (Murabahah, Salam, Istisna’), Prinsip Sewa (ljarah), PrinsipBagi Hasil
(Musyarakah, Mudharabah), serta Akad Pelengkap (Hiwalah, Rahn, Qard,
Wakalah, Kafalah). Pada jasa perbankan lainnya terdapat Sharf (jual beli valuta
asing) dan ljarah (sewa).®

Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan
dananya kepada pihak nasabah yang membutuhkan dana. Lembaga pembiayaan
diperlukan guna mendukung dan memperkuat sistem keuangan nasional yang
terdiversifikasi sehingga memberikan alternatif yang lebih banyak bagi
pengembagan sektor usaha.® Dalam membuka usahanya tentu masyarakat
membutuhkan modal sebagai pondasi awal. Sebagian Masyarakat yang sudah
memiliki modal, berkeinginan membuka usaha yang cukup besar tentunya
membutuhkan modal yang cukup besar pula. Dalam hal ini, Bank Syariah
menawarkan akad Musyarakah dan Mudharabah sebagai bentuk kerjasama antara
kedua belah pihak yang Bank berkontribusi dana atau sama memiliki kontribusi
dana dalam menjalankan suatu usaha.

Mudharabah adalah akad antara dua pihak dimana satu pihak berperan
sebagai pemilik modal dan mempercayakan sejumlah modalnya untuk dikelola
olen pihak kedua, yakni pelaksana usaha, dengan tujuan untuk mendapat
keuntungan.’

Adapun Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih
untuk melakukan usaha tertentu dimana masing-masing pihak memberikan
kontribusi dana dan kontribusi kerja dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan
resiko akan ditanggung bersama-sama sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan
usaha secara Musyarakah dibagi sesuai nisbah yang telah disepakati, dan kerugian

dibagi sesuai porsi modal masing-masing.®

SAdiwarman A. Karim, Bank Islam-Analisis Figh dan Keuangan, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2014) h. 97-112

®Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Kauangan Syariah (Jakarta: Kecana, 2017), h.
333

" Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Figih dan Keuangan, (Jakarta: RajaGrafindo
Persada, 2010), h.204

8Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama dan Cendikiawan, (Jakarta:
Tazkia Institute, 1999), h. 187-197



Dalam hal ini pembiayaan modal kerja dalam bentuk musyarakah diatur
dalam UU No.10 tahun 1998 tentang perubahan UU No.7 tahun 1992 tentang
Perbankan, dimana dalam pasal 1 angka 13 secara eksplisit disebutkan bahwa
Musyarakah merupakan salah satu produk pembiayaan pada Perbankan Syariah.®
Musyarakah juga telah diatur dalam ketentuan Fatwa DSN No0.08/DSN-
MUI/IV/2000, tanggal 13 April 2000 yang menyebutkan bahwa kebutuhan
masayarakat dalam meningkatkan kesejahteraan dan usaha terkadang memerlukan
dana dari pihak lain melalui pembiayaan Musyarakah.

Pembiayaan dengan akad musyarakah biasanya diaplikasikan untuk
pembiayaan proyek tertentu diantaranya, Bank merupakan partner tetap dalam
suatu proyek atau usaha, Bank merupakan partner pada tahap awal sebuah usaha
atau proses produksi, pembiayaan dalam bentuk perdagangan, ekspor, impor,
penyediaan barang mentah, keperluan-keperluan nasabah lainnya.

Pada pembiayaan modal kerja musyarakah, penulis tertarik untuk meneliti
pada sektor modal kerja kontruksi. Kebutuhan akan rumah merupakan salah satu
dasar kebutuhan manusia. Peluang inilah yang dimanfaatkan oleh lembaga
keuangan konvensional maupun syariah untuk menawarkan produk-produk
pembiayaan yang mereka miliki, dengan maksud untuk membantu para developer
yang memiliki keterbatasan keuangan untuk memenuhi modal bagi proyek usaha
mereka.

Adanya pembiayaan Musyarakah mempermudah para developer untuk
mencapai tujuannya dengan cara bekerjasama dengan pihak Bank dalam proses
proyek pembangunan. Pada Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan, terdapat
beberapa pihak swasta yang mengajukan pembiayaan modal kerja proyek
kontruksi. Akan tetapi, dalam pelaksanaanya ada juga beberapa kendala yang
sering dialami Bank agar lebih berhati-hati dalam memberikan pembiayaan

kepada nasabah yang akan melakukan pembiayaan.

®Undang-Undang Republik Indonesia No.10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-
Undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 08/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan
Musyarakah



Berikut jumlah nasabah yang melakukan pembiayaan modal Kkerja

kontruksi dengan akad Musyarakah:

Tabel 1.1
Jumlah Nasabah Pembiayaan Modal Kerja Kontruksi Musyarakah

Tahun Kategori Pembiayaan

Jumlah
Jatuh Kurang Bermasalah

Nasabah Lancar Diragukan Macet (Rp)
Tempo Lancar (Rp)
2019 3 - - - 7.215.149.408 7.215.149.408

Sumber PT Bank Sumut KCSy Medan, 2019

Diambilnya tahun 2015 dikarena merupakan data tahun terakhir yang
mengalami permasalahan kontruksi terbengkalai hingga sejarang. Pada tabel
diatas menunjukkan adanya 3 kasus dari pembiayaan modal kerja kontruksi yang
mana jumlah pengembalian pembiayaan dalam golongan “macet” yakni sebesar
Rp. 7.215.149.408,-. Jumlah ini terhitung cukup besar dan berdampak kerugian
pada pihak Bank sebagai partner kerjasama.

Ketidaksesuaian perencanaan proyek kontruksi di lapangan dengan
perencana awal yang dirancang hingga adaya kesalahan dalam pelaksanaan
proyek dapat berimbas pada pengembalian pembiayaan menjadi bermasalah. Bank
sebagai partner kerjasama juga harus melindungi Bank dari resiko kerugian,
dengan demikian penulis meneliti masalah yang akan dituangkan dalam skripsi
yang berjudul “Analisis Penyelesaian Pembiayaan Modal Kerja Kontruksi
Terbengkalai Dengan Akad Musyarakah Studi Kasus Bank Sumut Kantor
Cabang Syariah Medan.”

B. Perumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi
permasalahan dalam rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut :
1. Bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan modal kerja kontruksi
dengan akad Musyarakah pada Bank Sumut Kantor Cabang Syariah

Medan?




2. Bagaimana penyelesaian pihak Bank Sumut Kantor Cabang Syariah
Medan pada kontruksi yang terbengkalai?
3. Apa kendala yang dihadapi pihak Bank dalam menyelesaikan

permasalahan pembiayaan modal kerja kontrukis terbengkalai?

C. Tujuan Penelitian
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara lengkap, rinci, jelas, dan
sistematis mengenai :

1. Untuk memahami bagaimana mekanisme pengajuan pembiayaan modal
kerja kontruksi dengan akad Musyarakah pada Bank Sumut Kantor
Cabang Syariah Medan.

2. Untuk mengetahui penyelesaian pihak Bank Sumut Kantor Cabang
Syariah Medan terhadap kontruksi yang terbengkalai.

3. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi pihak Bank dalam
menyelesaikan permasalahan pembiayaan modal kerja kontrukis

terbengkalai.

D. Manfaat Penelitian
Melalui penelitian ini, diharapkan menimbulkan manfaat yang antara lain
sebagai berikut :

1. Bagi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, sebagai pengembangan
ilmuan khususnya di jurusan Perbankan Syariah Fakultas FEBI.

2. Bagi penulis, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Ekonomi
dan untuk menambah wawasan ilmu perbankan syariah.

3. Bagi pihak lain, dapat digunakan dalam menambah pengetahuan serta
sebagai bahan perbandingan dan pertimbangan dalam memecahkan
masalah yang serupa. Dan dengan adanya penulisan ini dapat menambah
pengetahuan khususnya terhadap permasalahan pembiayaan modal kerja
kontruksidengan prinsip Musyarakah pada Bank Sumut Syariah yang
merupakan salah satu karakteristik dalam perbankan yang dikelola

berdasarkan prinsip syariah.



E. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, batasan masalah hanya dibatasi pada pembahasan
mengenai 3 kasus sejak tahun 2015 hingga tahun 2019 yakni penyebab kasus
proyek kontruksi yang sudah jadi, namun tidak terjual dengan baik (terbengkalai)
sehingga menimbulkan pengembalian pembiayaan modal serta bagi hasil menjadi
macet, upaya penyelesaian pihak Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan
terkait kasus tersebut serta kendala dalam penyelesaian permasalahan

pembiayaan.

F. Penelitian Terdahulu
Beberapa penelitian terdahulu yang mengkaji variabel serupa adalah

sebagai berikut:

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu
No Penelitian Persamaan Perbedaan
1 Riris Aishah Pembahasan mengenai | Penelitian ini

Prasetyowati (Universitas | pembiayaan modal mencoba
Ibnu Khaldun Bogor) kerja kontruksi memaparkan lebih
2017, Prosedur dengan akad spesifik permasalahan
Pembiayaan Kontruksi Musyarakah dengan yang mengambil dari
Dengan Akad adanya penjelasan segi kasus kontruksi
Musyarakah pada BTN risiko dan yang terbengkalai
KCSy Bogor, (Pada permasalahan yang pada PT. Bank Sumut
penelitian ini, terdapat terjadi, serta upaya- Kantor Cabang
pembahasan mengenai upaya untuk Syariah Medan serta
kendala pembiayaan dan | menanggulangi bagaimana sistematis
upaya pemecahan. permasalahan yang dan upaya dalam
Kendala yang dihadapi kemungkinan terjadi mengahadapi kasus
Bank yakni, tidak pada masa tersebut.

11 Riris Aishah Prasetyowati, “Prosedur Pembiayaan Kontruksi Dengan Akad
Musyarakah pada BTN KCSy Bogor” (Skripsi, Universitas Ibnu Khaldun Bogor, 2017).




sesuainya antara pembiayaan
planning dengan realisasi
penjualan sehingga
timbulnya
ketidakmampuan
nasabah atas pokok dan
bagi hasil Bank
sebagaimana cashflow
yang ada. Dan upaya
untuk memecahkannya:
adanya pengalihan atas
nama penanggungjawab
untuk pembayaran
pembiayaan, dilakukan
monitoring dari mulai
proses pembangunan
sampai penjaualan, dan
perubahan atas cashflow
yang telah disepakati
diganti dengan cashflow
baru disesuaikan dengan

proyek penjualan yang

baru).

2 Gian Endrea Sari (IAIN | Pembahasan mengenai | pada penelitian ini
Surakarta) 2018,'2 pelaksanaan adanya penjelasan
Pelaksanaan Akad pembiayaan modal spesifik yang
Musyarakah Produk kerja kontruksi membawa langsung
Pembiayaan Kontruksi dengan akad kasus kontruksi

BTN Syariah Surakarta, | Musyarakah, adanya | terbengkalai yang

12 Gian Endrea Sari, “Pelaksanaan Akad Musyarakah Produk Pembiayaan Kontruksi
BTN Syariah Surakarta”, (Skripsi, IAIN Surakarta, 2018).




(Penyelesaian
pembiayaan bermasalah
di BTN Syariah Cabang
Surakarta tahap pertama
adalah dengan
musyawarah, dan apabila
dengan musyawarah
masih tetap tidak bisa
menemukan titik temu
yang diharapkan langkah
selanjutnya permasalahan
tersebut diselesaikan
melalui jalur hukum yang
telah ditentukan atau
dengan adanya ketentuan
denda. Denda diterapkan
untuk nasabah yang
melakukan keterlambatan
mengangsur agar mereka
disiplin dalam membayar
angsuran sesuai dengan
kespakatan pada akad.
Hasil dari denda tersebut
digunakan untuk dana
sosial. Pihak Bank lah
yang menentukan jumlah
denda yang harus dibayar

nasabah).

pembahasan risiko
dan permasalahan
yang terjadi, serta
upaya-upaya untuk
menanggulangi
permasalahan dan
melindungi Bank dari

kerugian.

terjadi di Bank dan
pada penelitian diatas
adanya penelitian
mengenai kesesuaian
kegiatan pembiayaan
dengan Fatwa DSN-
MUI No.08 Tahun
2000 tentang
Pembiayaan

Musyarakah.




Astrini Pratiwi (UIN
Sumatera Utara) 2015,
Resiko Pembiayaan
Musyarakah Pada PT.
Bank Muamalat
Indonesia Cabang
Pematang Siantar,
(Setiap pembiayaan yang
diberikan oleh Bank pasti
memiliki risiko masing-
masing, dan cara
penanganan risiko ini
antara lain dengan cara
mengeksekusi hak
tanggungan, melakukan
penutupan asuransi jiwa
pembiayaan, dan dengan
cara cek keaslian
sertifikat ke BPN atau

Notaris).

Pembiayaan modal
kerja dengan metode
kerjasama bagi hasil
Musyarakah, adanya
resiko yang terjadi
serta adanya
pembahasan mengenai
cara Bank menagani

resiko.

Jenis penelitian ini
lebih spesifik yakni
modal kerja pada

proyek kontruksi.

Ayu Nurjannah
(Universitas Andalas)
2018, Pelaksanaan
Pembiayaan Kontruksi
BTN IB Dengan Akad
Musyarakah Pada PT
Bank Tabungan Negara

Adanya kesamaan
pada poin
pembahasaan dengan
penelitian ini, dimulai
pada pembahasan
pengajuan

pembiayaan, kendala,

Pada penelitian saya
adanya pembaasan
fokus mengenai kasus
kontruksi yang

terbengkalai.

18Astrini Pratiwi, “Resiko Pembiayaan Musyarakah Pada PT. Bank Muamalat Indonesia

Cabang Pematang Siantar”, (Skripsi, UIN Sumatera Utara 2015).
4Ayu  Nurjannah, “Pelaksanaan Pembiayaan Kontruksi BTN

IB Dengan Akad

Musyarakah Pada PT Bank Tabungan Negara KCSy Pekanbaru”, (Srkipsi, Universitas

Andalas, 2018)




KCSy Pekanbaru,
(Pelaksanaan
pembiayaan kontruksi
BTN IB dengan akad
Musyarakah dengan
tahap pengajuan
proposal, pengecekan
riwayat pembiayaan dan
keaslian berkas, analisa
pembiayaan, pengeluaran
SP3 (Surat Persetujuan
Pelaksanaan
Pembiayaan), legal
meeting, akad, pencairan,
monitoring, pelunasan.
Hambatan dalam
pelaksanaan pembiayaan
disebabkan perselisihan
dalam keluarga nasabah,
usaha berjalan diluar
perencanaan, resiko
pemasaran, penururan
penghasilan, laporan
keungan tidak jelas,
adanya musibah. Upaya
penyelesaian adanya
pembiayaan bermasalah,
adanya restrukturisasi,
hingga penjualan

jaminan.

dan upaya
penyelesaian
pembiayaan
bermasalah pada
pembiayaan modal

kerja kontruksi.
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BAB I1
LANDASAN TEORI

A. Pembiayaan
1. Pengertian Pembiayaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembiayaan berasal dari
kata biaya yang artinya uang yang dikeluarkan untuk mengadakan (mendirikan,
melakukan, dan sebagainya) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran.®

Menurut Undang-undang perbankan No.10 tahun 1998, pembiayaan
adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu,
berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara Bank dan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut
setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.®

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok Bank Syariah sebagai
pemberi fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang
membutuhkan pembiayaan. Pengertian pembiayaan terdapat juga pada peraturan
OJK No.16 tahun 2014, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang
dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil, dan transaksi pinjam-
meminjam berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dan pihak lain
yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberifasilitas dana untuk
mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah,
tanpa imbalan, margin, atau bagi hasil.*’

Dapat disimpulkan bahwa pembiayaan adalah penyediaan dana yang
diberikan suatu lembaga untuk mendukung investasi yang direncanakan
berdasarkan persetujuan dan kesepakatan antara kedua belah pihak dalam jangka

waktu tentu.

15 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

16Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: RajaGrafindo, 2002), h.73

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.16 Tahun 2014 Tentang Penilaian Jualitas Aset
Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah Pasal 1 Ayat 5
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2.

Unsur-Unsur Pembiayaan

Unsur-unsur pembiayaan yang terkandung dalam pemberi pembiayaan

adalah sebagai berikut:'8

a.

Kepercayaan

Suatu keyakinan pemberi dana bahwa dana yang diberikan (berupa uang,
barang, atau jasa) akan benar-benar diterima kembali dimasa yang akan
datang.

Kesepakatan

Kesepakatan ini dituangkan dalam suatu perjanjian dimana masing-masing
pihak menandatangani hak dan kewajiban masing-masing.

Jangka waktu

Jangka waktu ini mencakup masa pengembalian pembiayaan yang telah
disepakati. Jangka waktu tersebut jangka pendek, menengah, dan panjang.
Risiko

Risiko usaha menjadi tangungan Bank, baik risiko yang disengaja, maupun
yang tidak disengaja, seperti bencana alam, atau bangkrutnya usaha
nasabah tanpaa da unsur kesengajaan lainnya.

Balas jasa

Dalam prinsip syariah balas jasaditentukan dengan bagi hasil.

Jenis-jenis Pembiayaan
Penyaluran dana kepada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan

syariah terbagi dalam empat kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan

penggunaannya, yaitu:®

a.

Pembiayaan dengan prinsip jual beli
Prinsip ini dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan
kepemilikan barang. Transaksi jual beli dapat dibedakan berdasarkan

bentuk pembayaran dan waktu penyerahan antara lain:

18Kasmir, Manajemen Perbankan, (Jakarta: RajaGrafindo, 2000), h.84
BAdiwarman  A. Karim, Bank Islam-Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta:

RajaGrafindo, 2014), h.97-107
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1) Pembiayaan Murabahah
2) Pembiayaan Istisna’
b. Pembiayaan dengan prinsip sewa (ijarah)
Prinsip ini dilandasi dengan adanya perpindahan manfaa, pada
ijarahobjek transaksinya adalah jasa.
c. Prinsip bagi hasil
Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil
adalah sebagian berikut:
1) Pembiayaan Mudharabah
2) Pembiayaan Musyarakah
d. Pembiayaan dengan akad pelengkap
Pembiayaan akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari
keuntungan, tetapi ditujukan untuk mempermudah pelaksanaan
pembiayaan, meskipun tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, dalam
akad ini dibolehkan untuk meminta pengganti biaya-biaya yang
dikeluarkan untuk melaksanaan akad. Adapun jenisnya adalah sebagai
berikut:
1) Hiwalah (alih hutang-piutang)
2) Rahn (gadai)
3) Qardh
4) Wakalah (perwakilan)
5) Kafalah (Bank garansi)

4. Fungsi Pembiayaan
Pembiayaan berfungsi membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan
dalam meningkatkan usahanya. Masyarakat merupakan individu, pengusaha,
lembaga, badan usaha, dan lain-lain yang membutuhkan dana.
Secara perinci pembiayaan memiliki fungsi antara lain:2
a. Pembiayaan dapat meningkatkan arus tukar menukarbarang dan jasa.
b. Pembiayaan merupakan alat yang dipakai untuk memanfaatkan idle fund.

20 Ismail, Perbankan Syariah, (Surabaya: Kencana, 2010), h. 108-109
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c. Pembiayaan sebagai alat pengendali harga.

d. Pembiayaan dapat mengaktifkan dan meningkatkan manfaat ekonomi yang

ada.

5. Manfaat Pembiayaan

Beberapa manfaat atas pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah

kepada mitra usaha antara lain: manfaat bagi Bank, debitur, pemerintah, dan

masayarakat luas.?!

a. Manfaat pembiayaan bagi Bank

1)

2)
3)

4)

Pembiayaan yang diberikan olen Bank kepada nasabah akan
mendapatkan balasan jasa berupa bagi hasil, margin keuntungan, dan
pendapatan sewa, tergantung pada akad pembiayaan yang telah
diperjanjikan antara Bank Syariah dan mitra usaha (nasabah).
Pembiayaan akan berpengaruh pada peningkatan profitabilitas Bank.
Pemberiaan pembiayaan kepada nasabah secara sinergi akan
memasarkan produk Bank Syariah lainnya, seperti produk dana dan
jasa.

Kegiatan pembiayaan dapat mendorong peningkatan kemampuan
pegawai untuk lebih memahami secara terperinci aktivitas produk para

nasabah di berbagai sector usaha.

b. Manfaat bagi debitur

1)
2)

3)

4)

Meningkatkan usaha nasabah.

Biaya diperlukan dalam rangka mendapatkan pembiayaan dari Bank
Syariah relatif murah.

Nasabah dapat memilih berbagai jenis pembiayaan berdasarkan akad
yang sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Bank dapat memberikan fasilitas lainnya kepada nasabah, misalnya
transfer dengan menggunakan wakalah, kafalah, hiwalah, dan fasilitas

lainnya yang dibutuhkan oleh nasabah.

21 1bid, h. 110-113
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5) Jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan jenis pembiayaan dan
kemampuan nasabah dalam membayar kembali pembiayaannya,
sehingga nasabah dapat mengestimasikan keuangannya dengan tepat.

c. Manfaat pembiayaan bagi pemenrintah

1) Pembiayaan dapat digunakan sebagai alat untuk mendorong
pertumbuhan sector riil, karena uang yang tersedia di Bank menjadi
tersalurkan kepada pihak yang melaksanakan usaha.

2) Pembiayaan Bank dapat digunakan sebagai alat pengendali moneter.

3) Pembiayaan yang disalurkan oleh Bank Syariah dapat menciptakan
lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.

4) Secara tidak langsung pembiayaan Bank Syariah dapat meningkatkan
pendapatan Negara.

d. Manfaat pembiayaan bagi masyarakat luas

1) Mengurangi tingkat pengangguran.

2) Melibatkan msayarakat yang memiliki profesi tertentu, misalnya
akuntan, notaris, appraisal independent, asuransi. Pihak ini diperlukan
oleh Bank untuk mendukung kelancaran pembiayaan.

3) Penyimpanan dana akan mendapat imbalan berupa bagi hasil lebih
tinggi dari Bank, apabila Bank dapat meningkatkan keuntungan atas
pembiayaan yang disalurkan.

4) Memberikan rasa aman bagi masyarakat yang menggunakan pelayanan
jasa perbankan, misalnya letter of credit, Bank garansi, tranfer, kliring,

dan pelayanan jasa lainnya.

6. Analisa Pembiayaan
Analisa pembiayaan diperlukan agar Bank Syariah memperoleh keyakinan
bahwa pembiayaan yang diberikan dapat dikembalikan oleh nasabahnya. Adapun
aspek-aspek yang harus dianalisa sebelum memberikan pembiayaan antara lain:
a. Analisa terhadap kemampuan bayar, disebut analisa kualitatif. Aspek yang
dianalisa mencakup karakter/ watak, dan komitmen dari nasabah.
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b. Analisa terhadap kemampuan bayar, disebut dengan analisa kuantitatif.

Pendekatan yang dilakukan dalam perhitungan kuantitatif, yaitu untuk
menentukan kemampuan bayar dan perhitungan kebutuhan modal kerja
nasabah adalah dengan pendekatan pendapatan bersih.

Dalam melakukan penilaian permohonan pembiayaan Bank Syariah

bagian marketing harus memperhatikan juga beberapa prinsip utama yang

berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon nasabah. Di dunia Perbankan

Syariah prinsip penilaian dikenal dengan 5C + 1S, yaitu:??

1) Character
Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon penerima
pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan kemungkinan bahwa
penerima pembiayaan dapat memenuhi kewajibannya.

2) Capacity
Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima pembiayaan
untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan catatan
penerima pembiayaan di masa lalu didukung dengan pengamatan di
lapangan atas sarana usahanya seperti took, karyawan, alat-alat, pabrik,
serta metode kegiatan.

3) Capital
Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh calon
penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan secara
keseluruhan yaitu ditujukan oleh rasio financial dan penekanan pada
komposisi modalnya.

4) Collateral
Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan. Penilaian ini
bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko kegagalan
pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai sebagai
pengganti dari kewajiban.
22 Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema Insani,

2001), h. 235
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5) Condition
Bank Syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di masyarakat
secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis usaha yang
dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut karena kondisi
eksternal berperan besar dalam dalam proses berjalannya usaha calon
penerima pembiayaan.

6) Syariah
Penilaian ini dilakukan untuk menegaskan bahwa usaha yang akan
dibiayai benar-benar usaha yang tidak melanggar syariah sesuai dengan
fatwa DSN “Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariah Islam dalam

tindakan yang berhubungan dengan mudharabah”.

B. Pembiayaan Modal Kerja (PMK)
1. Konsep Dasar Modal Kerja

Modal kerja meupakan modal yang menjadi kebutuhan dalam pembiayaan
semua kegiatan supaya usaha berjalan dengan sesuatu rencana yang telah dibuat.
Modal kerja juga diartikan dengan sebagai kelebihan aktiva lancer pada kewajiban
(hutang) jangka pendek , kewajiban itu adalah modal kerja bersih.

Definisi modal kerja Kasmir adaah “Modal yang digunakan untuk
melakukan kegiatan operasi perusahaan. Modal kerja diartikan sebagai investasi
yang ditanamkan dalam aktiva lancar atau aktiva jangka pendek seprti kas, Bank,
surat berharga, piutang, persediaan dan aktiva lancar.”?®

Dalam sistem ekonomi Islam, modal diharuskan terus berkembang agar
sirkulasi uang tidak terhenti. Dikarenakan jika modal/uang terhenti/tertimbun
maka harta itu tidak dapat mendatangkan manfaat bagi orang lain. Namun, jika
seandainya diivestasikan dan digunakan untuk melakukan bisnis maka uang
tersebut akan mendatangkan manfaat bagi orang lain, termasuk diantaranya jika
ada bisnis berjalan maka akan bisa menyerap tenaga kerja. Islam melarang

penimbunan harta dan sebaliknya mendorong sirkulasi harta diantara semua

ZKasmir, Analisis Laporan Keuangan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h.250
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bagian masyarakat. Berikut ayat al-Qur’an yang menjelaskan bahwasannya harta

harus berputar:
Al g5 sk 5l 5 alld 0o ol AT e Al sy o 2 5 L
O a8 etV G A G Y (8 ) il ouSlaall 3 o2l 5

2 5 A5 515 e 2818 g 55048 5l AT

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya
(dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota maka adalah untuk Allah,
untuk Rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang
yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang kaya
saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah. Dan
apa yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada
Allah. Sesungguhnya Allah amat keras hukumannya.” (Qs. Al-Hasyr: 7)%

a. Konsep Modal Kerja

Konsep modal kerja mencakup tiga hal ,yakni:?®

1)

2)

Modal kerja (working capital assets)

Modal kerja adalah modal lancar yang dipergunakan untuk
mendukung  operasional  perusahaan sehari-hari  sehinggap
perusahaan dapat beroperasi secara normal dan lancar. Beberapa
penggunaan modal Kkerjaantara lain adalah untuk pembayaran
persekot pembelian bahan baku, pembayaran upah buruh, dan lain-
lain.

Modal kerja brutto (gross working capital)

Merupakan keseluruhan dari jumlah aktiva lancer (current assets).
Pengertian modal kerja bruto disadarkan pada jumlah ataukualitas
dana yang tertanam pada unsur-unsur aktiva lancar. Aktiva lancer
merupakan aktiva yang sekali berputar akan kembali dalam bentuk

semula.

24 Mahmud Yunus, Terjemahan Al-qur’an Al Karim oleh Cet. XXI (Jakarta:. Hidayakarya
Agung, 1981) h. 816.

% Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2014), h. 231
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3) Modal kerja netto (net working capital)

Merupakan kelebihan aktiva lancar atas hutang lancar. Dengan

konsep ini, sejumlah tertentu aktiva lancer harus digunakan untuk

kepentingan pembayaran hutang lancar dan tidak boleh
dipergunakan untuk keperluan lain.
b. Penggolongan Modal Kerja

Berdasarkan penggunaanya, modal kerja dapat diklarifikasikan

menjadi 2 (dua) golongan:®
1) Modal kerja permanen

Modal kerja permanen berasal dari modal sendiri atau dari

pembiayaan jangka Panjang. Sumber pelunasan modal kerja

permanen berasal dari laba bersih setelah pajak ditambah dengan
penyusutan.
2) Modal kerja seasonal

Modal kerja seasonal bersumber dari modal jangka pendek dengan

sumber pelunasan dari hasil penjualan barang dagangan, penerimaan

hasil tagihan termin, atau dari penjualan hasil produksi.
c. Perputaran Modal Kerja?’

Peningkatan penjualan perusahaan harus didukung oleh peningkatan
produksi sehingga kelangsungan penjualan dapat terjamin. Peningkatan
produksi sampai dengan batas maksimum Kkepasitas yang ada
membutuhkan tambahan modal kerja. Tambahan modal kerja dapat
dipenuhi dari sejumlah kas uang tersedia dari hasil penjualan. Selanjutanya
kas dimaksud digunakan untuk membeli bahan baku sehingga proses
produksi dapat berkesinambungan.

Perputaran modal kerja dimaksud merupakan suatu siklus yang

dapat digambarkan sebagai berikut.

% 1bid, h. 232
27 1bid, h. 233
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Gambar 2.1

Perputaran Modal Kerja

2. Pembiayaan Modal Kerja Syariah

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) merupakan pembiayaan untuk memenubhi
kebutuhan peningkatan produksi baik secara kuantitatif (jumlah hasil produksi)
maupun secara kualitatif (peningkatan kualitas atau mutu hasil produksi) dan
untuk keperluan perdagangan atau peningkatan utility of place dari suatu barang.?®

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Republik Indonesia No.
35/POJK.05/2018 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang
dimaksud dengan Pembiayaan Modal Kerja (PMK) adalah pembiayaan untuk
memenuhi kebutuhan pengeluaran yang habis dalam satu siklus aktivitas usaha
debitur.?®

Pembiayaan Modal Kerja (PMK) syariah adalah pembiayaan jangka
pendek yang diberikan kepada perusahaan untuk membiayai kebutuhan modal
kerja usahanya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jangka waktu pembiayaan
modal kerja maksimum 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang sesuai dengan
kebutuhan. Perpanjangan fasilitas PMK dilakukan atas dasar analisis terhadap
debitur dan fasilitas pembiayaan secara keseluruhan serta tidak bertentangan

dengan syariat Islam dan perundang-undangan yang berlaku.*

28 Syafi’l Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.
160

29 https://www.0jk.go.id Diunduh pada tanggal 30 Juli 2019

30 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2014), h. 234
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3. Tujuan Pembiayaan Modal Kerja

Menurut Kasmir tujuan pembiayaan modal kerja terdiri dari 3 (tiga),

yaitu:3!

a. Pembiayaan konsumtif, bertujuan untuk memperoleh barang-barang
atau kebutuhan-kebutuhan lainnya guna memenuhi keputusan dalam
konsumsi.

b. Pembiayaan produktif, bertujuan untuk memungkinkan penerima
pembiayaan dapat mencapai tujuannya yang apabila tanpa pembiayaan
tersebut tidak mungkin dapat diwujudkan.

c. Pembiayaan perdagangan, pembiayaan ini digunakan untuk
perdagangan, biasanya digunakan untuk membeli barang dagangan
yang pembayarannya diharapkan dari hasil perjualan barang dagangan

tersebut.

4. Analisa Pemberian Pembiayaan Modal Kerja

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam melakukan analisa pemberian

pembiayaan antara lain:?

a. Jenis usaha. Kebutuhan modal kerja masing-masing jenis usaha
berbeda-beda.

b. Skala usaha. Besarnya kebutuhan modal kerja suatu usaha sangat
tergantung kepada skala usaha yang dijalankan. Semakin besar skala
usaha yang dijalankan, kebutuhan modal kerja akan semakin besar.

c. Tingkat kesulitan usaha yang dijalankan. Beberapa pertanyaan yang
harus dijawab dalam melakukan analisis pembiayaan antara lain:

1) Apakah prose produksi membutuhkan, tenaga/ ahli terdidik/ terlatih/
dengan menggunakan peralatan canggih?
2) Apakah perusahaan memiliki tenaga ahli dan peralatan yang

dibutuhkan untuk menunjang proses produksi?

31 Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,
2002), h. 101

32 Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2014), h. 234
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3) Apakah perusahaan memilki sumber pasokan bahan baku yang tetap
yang dapat menjamin kesinambungan proses produksi?
4) Apakah perusahaan memiliki pelanggan tetap?
d. Karakter transaksi dalam sector usaha yang akan dibiayai. Dalam hal ini
yang harusditelaah antara lain:
1) Bagaimana sistem pembayaran pembelian bahan baku?
2) Bagaimana sistem penjualan hasil produksi, tunai atau cicilan?
Selain itu dalam pemberian pembiayaan modal kerja, Bank juga
harus mempunyai analisis yang kuat tentang sumberpembayaran kembali,
yakni sumber pendapatan (income) proyek yang akan dibiayai. Hal ini
dapat diketahui dengan cara mengklarifikasikan proyek menjadi:*
a. Proyek dengan kontrak

b. Proyek tanpa kontrak

5. Kebutuhan Pembiayaan Modal Kerja
Menurut Ascarya, kebutuhan pembiayaan modal kerja dapat dipenuhi
dengan berbagai cara, antara lain:**
a. Bagi hasil

Kebutuhan modal kerja usaha yang beragam, seperti untuk
membayar tenaga Kkerja, rekening listrik dan air, bahan baku, dan
sebagainya, dapat dipenuhi dengan akad Mudharabah dan Musyarakah.
Sebagai contoh, usaha rumah makan, usaha benkel, kontruksi, dan lain
sebagainya.

Dengan berbagi hasil, kebutuhan modal kerja pihak pengusaha
terpenuhi, sementara kedua belah pihak mendapatkan manfaat dari
berbagai risiko yang adil. Agar Bank Syariah dapat berperan aktif dalam
usaha dan mengurangi kemungkinan risiko , seperti moral hazard, maka

Bank dapat memilih dengan akad Musyarakah.

33 |bid, h.235
3 Ascarya, Akad dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), h. 124-125
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b. Jual beli

Kebutuhan modal kerja usaha perdagangan untuk membiayai
barang dagangannya dapat dipenuhi dengan pembiayaan berpola jual beli
dengan akad murabahah. Dengan berjual beli, kebutuhan modal pedagang
terpenuhi dengan hargatetap, sementara Bank Syariah mendapat
keuntungan margin tetap dengan meminimalisir risiko.

Kebutuhan modal kerja usaha kerajinan dan produsen lainnya
dapat juga dipenuhi dengan akad salam. Dalam hal ini, Bank Syariah
menyuplai mereka dengan input produksi sebagai modal salam yang
ditukar dengan komoditas mereka untuk dipasarkan kembali.

C. Kontruksi
1. Pengertian Kontruksi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kontruksi adalah
susunan (model, tata letak) suatu bangunan (jembatan, rumah, dan sebagainya).®®
Kata “kontruksi” dapat didefinisikan sebagai tatanan/susunan dari elemen-elemen
suatu bangunan yang kedudukan setiap bagian-bagiannya sesuai dengan
fungsinya.berbicara tentang kontruksi, maka yang terbayangkan adalah gedung
bertingkat, jembatan, bendungan, jalan raya, bangunan irigasi, lapangan terbang,
dan lain lain.%®

Kata “kontruksi” biasa didampingi dengan kata “proyek” sehingga
menjadi sebuah kalimat. Kata proyek itu sendiri berarti suatu kegiatan yang
dilakukan dengan waktu dan sumber daya terbatas untuk mencapai hasil akhir
yang ditentukan.®

Jadi, proyek kotruksi adalah suatu rangkaian kegiatan yang berkaitan
dengan upaya pembangunan suatu bangunan. Suatu proses yang mengelola

sumber daya proyek menjadi suatu fisik bangunan.

35 Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
3% Hanifar A. Rani, Manajemen Proyek Kontruksi, (Yogyakarta, Deepublish, 2016), h. 6
37 1hid.
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Secara umum, kontruksi ada 2 (dua) macam, yaitu:®
1) Kontruksi bangunan gedung, terdiri atas: bangunan gedung, perumahan,
hotel dan lain-lain.
2) Kontruksi bangunan sipil, seperti jembatan, lapangan terbang, terowongan,

irigasi, bendungan, dan lain-lain.

2. Kontruksi Pada Perbankan Syariah

Sebuah proyek kontruksi terdiri dari urutan dan rangkaian panjang sejak
prakontruksi, kontruksi, kemudian sampai pasca kontruksi. Pada proyek kontruksi
biasanya Bank menyediaan kontrak pembiayaan skema jual beli dan kerjasama.
Dalam hal ini skema murabahah pada jual beli, mudharabah dan musyarakah
pada skema kemitraan/kerjasama.

Dalam skema murabahah, Bank akan membiayai pembelian barang
kebutuhan proyek yang dibutunkan kontraktor. Pembiayaan akan diberikan
seharga pokok dan ditambah dengan margin keuntungan untuk Bank Syariah yang
mana telah disetujui oleh pihak Bank dan nasabah. Sedangkan pada skema
mudharabah dan musyarakah, Bank menyediakan pembiayaan syariah dengan
sistem bagi hasil. Dimana pihak Bank dan kontraktor bekerjasama sebagai mitra
pada proyek pembangunan kontruksi dan dalam hal ini bentuk kesepakatan yaitu
nisbah bagi hasil. Dalam skema ini nasabah bisa mendapatkan mekanisme
pembayarah yang lebih fleksibel sesuai dengan keuntungan mereka.

Untuk lebih jelasnya perhatikan table berikut:

Tabel 2.1

Perbedaan Kontrak Perjanjian Pembiayaan Modal Keja Kontruksi

Jenis Pembiayaan Kontrak Perjanjian Skema Pembayaran

Akad Murabahah (jual

Harga pokok + margin

Pembiayaan Modal Kerja | beli). Bank membiayai | (keuntungan) Bank
Kontruksi pembelian barang-barang | Syariah.
kebutuhan kontruksi.
38 Ibid.
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Akad Mudharabah dan | Pengembalian pokok
Musyarakah (kerjasama). | modal + bagi hasil Bank

Bank memberikan dana | Syariah.

sebagai modal.

Berdasarkanpenjelasan diatas, maka alur transaksi Pembiayaan Modal
Kerja Kontruksi Musyarakah adalah sebagai berikut :

v

Mengajukan Pembiayaan

v

Akad/Perjanjian Bagi Hasil <

Nasabah/Developer Bank
A A Modal dan Keahlian Modal dan Keahlian A A
Proyek
|
v
Keuntungan
Nisbah X% Bagi Hasil Sesuai  [Nishah Y%

Denaan Nisbah

A

Nishah X% Nisbah Y%
Modal

Gambar 2.2
Alur Transaksi Modal Kerja Kontruksi Musyarakah

D. Akad
1. Pengertian Akad
Secara bahasa akad berasal dari kata al-agdu adalah ar-rabthu wa al-
ihkam wa at-taqwiyah (mengikat, menentapkan, menguatkan). Dikatakan, ‘Aqd

al-halayn maknanya adalah, mengikat tali dengan tali yang lainnya. Didalam
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kamus Mishbah al-Munir dinyatakan, Aqadu al-kabla aqd fa an’aqada (aku

mengikat tali dengan suatu ikatan sehingga mnjadi terikat.*

Sedangkan menurut terminologi, akad adalah pertemuan ijab dan gabul

sebagai pernyataan kehendak dua pihak atau lebih untuk melahirkan suatu akibat

hukum pada objeknya.**Jadi akad adalah mengikat dua kehendak tersebut (ijab

dan gabul). Sedangkan menurut UU No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

pasal 1 nomor (13) disebutkan bahwa agad adalah kesepakatan tertulis antara

Bank dan

Unit Usaha Syariah (UUS) dan pihak yang memuat adanya hak dan

kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai prinsip syariah.**

Akad dalam figih muamalah terbagi menjadi dua:

a.

Akad Tabarru’ (akad kebajikan), yaitu akad yang bersifat non profit
transaction dengan tujuan transaksi adalah tolong menolong dan bukan
keuntungan komersil, dimana pihak yang berbuat kebaikan boleh
meminta kepada counter partnya untuk menutup sekedar biaya untuk
melakukan akad tabarru’ dan tidak akan berubah menjadi tijarah,
kecuali ada persetujuan sebelumnya. Contoh: Qardhul Hasan, Hibah,
Shadagah, Wakaf, Rahn, Wakalah, Kafalah.

Akad Tijarah, yaitu akad yang bersifat profit transaction oriented
dengan tujuan transaksi adalah mencari keuntungan bersifat komenrsil,
akad tijarah dapat berubah menjadi tabarru’ dengan cara pihak yang
tertahan haknya dengan rela melepaskan haknya, dan para pihak
mendapat bagi hasil dari centanty return, dan natural uncertainty
return. Contoh: Murabahah, Musyarakah, Musyrakah Muthanagishah,

Mudharabah, Bai’ as-Salam, Bai’ al-Istisna’, Ijamh.42

% Ghufron A. Mas’adi, Figh Muamalah Kontekstual, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,

2002), h. 76

40 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Figih
Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h. 68

41 Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah

42 Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah: Dari Teori ke Praktek, (Jakarta: Gema
Insani, 2001), h. 90
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2. Rukun dan Syarat Akad
Rukun akad harus meliputi beberapa unsur, yaitu:*

a.
b.
C.
d.

Para pihak yang membuat akad (al- ‘aqgdain)
Pernyataan kehendak para (shighatul- ‘agad)
Objek Akad (mahallul- ‘agad)

Tujuan Akad (maudhu -al-‘aqad)

Sementara itu ulama’ figih juga telah menetapkan syarat akad sebagai

berikut:

a.

€.

Mukallaf, artinya pihak yang melakukan akad tersebut telah cakap
bertindak secara hukum

Akad tersebut diakui oleh syara’

Akad tidak dilarang oleh nash

Akad yang dilakukan itu memenuhi syarat-syarat khusus yang terikat
dengan yang diakadkan.

Akad tersebut bermanfaat

3. Asas Akad
Akad dilakukan berdasarkan asas:**

a.

Ikhtiyari/sukarela. Setiap akad dilakukan atas kehendak para pihak,
terhindar dari keterpaksaan karena tertekan salah satu pihak atau pihak
lain.

Amanah/menepati janji. Setiap akad wajib dilaksanakan oleh para pihak
sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan oleh yang
bersangkutan dan pada saat yang sama terhindar dari cedera janiji.
Ikhtiyar/kehati-hatian. Setiap akad dilakukan dengan pertimbangan
yang matang dan dilaksanakan secara tepat dan cermat.

Luzum/tidak berubah. Setiap akad yang dilakukan dengan tujuan yang
jelas dan perhitungan yang cermat, sehingga terhidar dari praktek

spekulasi atau maisir.

43 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi Tentang Teori Akad Dalam Figih
Muamalah, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2010), h.97

4 Pusat Pengkajian Hukum Islam Masyarakat Madani (PPHIMM), Komplikasi Hukum
Ekonomi Syariah, (Jakarta: Kencana, 2009) , h.15
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e. Saling menguntungkan. Setiap akad yang dilakukan untuk memenuhi
kepentingan para pihak sihingga tercegah dari praktik manipulasi dan
merugikan salah satu pihak.

f. Taswiyah/kesetaraan. Para pihak dalam setiap akad memeiliki
kedudukan yang setara, dan mempunyai hak dan kewajiban yang
seimbang.

g. Transparasi. Setiap akad dilakukan dengan pertanggungjawaban para
pihak secara terbuka.

h. Kemampuan. Setiap akad dilakukan sesuai dengan kesepakatan para
pihak, sehingga tidak menjadi beban yang berlebihan bagi yang
bersangkutan.

i. Itikad baik. Akad dilakukan dalam rangka menegakkan kemaslahatan,
tidak mengandung unsure jebakan dan perbuatan buruk lainnya.

J. Sebab yang halal. Tidak bertentangan dengan hukum tidak dilarang

oleh hukum dan tidak haram.

4. Akad Pada Pembiayaan Modal Kerja
Pada Perbankan Syariah terdapat 6 macam pembiayaan modal kerja :

a. Mudharabah
b. Musyarakah
c. Murabahah
d. ljarah
e. Istisna’
f. Salam

E. Musyarakah
1. Pengertian Musyarakah
Musyarakah secara etimologis diambil dari bahasa Arab yaitu syarika (fi il
madhi), yashruku (fi’il mudhari’) artinya menjadi sekutu atau syarikat, yakni
bercampurnya salah satu dari dua harta dengan harta lainnya, tanpa dapat

dibedakan antara keduanya. Secara terminologis, adalah akad kerjasama antara
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dua pihak atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, atau kepercayaan dalam
usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.*

Menurut Adiwarman A. Karim dalam bukunya yang berjudul Bank Islam:
Analisis Figih dan Keuangan bahwa “Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah
musyarakah (syirkah atau syarikah). Transaksi musyarakah dilandasi adanya
keinginan para pihak yang bekerjasama untuk meningkatkan untuk meningkatkan
asset yang mereka miliki bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan
dua pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh
bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.”*®

Jadi, Musyarakah adalah akad kerjasama diantara dua pihak atau lebih
yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa
keuntungan akan dibagi sesuai dengan porsi dana masing-masing. Landasan
syariah pembiayaan musyarakah adalah Fatwa DSN MUI No0.08/DSM-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah.*’

Berbeda dengan mudharabah dimana pihak sahibul mal menyediakan
dana 100% , dalam skema musyarakah ini Bank memberikan sejumlah yang
disepakati dan Bank mempunyai hak untuk melakukan hands-on management
terhadap usaha yang dikelola oleh nasabahnya.*8

Musyarakah merupakan salah satu jenis kontrak yang diterapkan oleh
Perbankan Syariah. Musyarakah diterapkan melalui mekanisme pembagian
keutungan serta kerugian (profit loss sharing) diantara para pihak (mitra/syarik)
melalui metode profit maupun revenue sharing. Akad musyarakah dapat
diaplikasikan dalam berbagai bentuk produk pembiayaan, baik yang bersifat
produktif, maupun konsumtif untuk tujuan modal kerja usaha, investasi, maupun

konsumsi.*?

45 Rahmad Syafe’l, Figih Muamalat, (Bandung: Pustaka setia, 2001), h. 183

4% Adiwarman A. Karim, Bank Islam: Analisis Figih dan Keuangan, (Jakarta:
RajaGrafindo, 2014) h. 102

47 Andri Soemitra, Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta, Kencana 2017), h. 78

48 Mahmudatus Sa’diyah, Musyarakah dalam Figih dan Perbankan Syariah, (Jurnal,
STAIN Kudus , 2014) h. 313

49 https://www.ojk.go.id Diunduh pada tanggal 30 Juli 2019
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2. Dasar Hukum Syariah
a. Al-Qur’an
Konsep syirkah (musyarakah) dikembangkan dalam Islam kedalam
bentuk-bentuk kerjasama berusaha dalam suatu praktek tertentu. Konsep ini
dikembangkan dengan berdasarkan pada prinsip bagi hasil. Dasar hukum
yang mendasari konsep ini adalah'

G 1538 85 F galas ) aliasd J) 5ty ks 38 (8

sl il o ALAT & " let g & \y\wmww 3 e
FA545, ;;;;M‘G«L;Luu 3005 5 ah G s caliall

Daud berkata: “Sesungguhnya dia telahberbuat zalim kepadamu
dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya.
Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu
sebahagian mereka berbuat zalim kepada sebagian yang lain, kecuali
orang-orang Yyang beriman dan mengerjakan amal soleh; dan amat
sedikitlah mereka ini.” Dan Daud mengetahui bahwa Kami mengujinya;
maka ia meminta ampun kepada Tuhannya lelu menyukur sujud dan
bertaubat. (Qs.Shad: 24)*°

Lafadz  “al-khulatha” dalam ayat ini diartikan saling
bersekutu/partnership, bersekutu dalam konteks ini adalah bekerjasama
dua atau lebih pihak untuk melakukan sebuah usaha perniagaan. Ayat ini
menunjuk pada dibolehkannya akad musyarakah.

Dari ayat ini juga menafsirkan bahwa hendaknya memilih partner
yang sholeh, amanah, memiliki perhitungan yang baik, dan jika ada
masalah hendaklah diselesaikan dengan cara baik-baik.

b. Hadits
S el e &l EE Gl O d Gl yy 0B 4ads 55008 ol (e
« Lagii e &2 54 0A 1 2aalia LaAAS]

50 Mahmud Yunus, Terjemahan Al-qur’an Al Karim, Cet. XXI (Jakarta:. Hidayakarya
Agung, 1981), h. 670
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Dari Abu Hurairah r.a bahwa Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa
Sallam bersabda: “Allah berfirman: aku menjadi orang ketiga dari dua
orang yang bersekutu selama salah seorang dari mereka tidak berkhianat
kepada temannya. Jika ada yang berkhianat, aku keluar dari (persekutuan)
mereka” Riwayat Abu Dawud. Hadits Sahih menurut Hakim.*!

c. Ijma’

Hasil ijma’ lain diungkapkan oleh Ibnu Qudamah dalam kitabnya
al Mughni, telah berkata, “Kaum muslim telah berkonsensus terhadap
legitimasi musyarakah secara global walaupun terdapat perbedaan

pendapat dalam beberapa elemen darinya.>?

3. Rukun dan Syarat Musyarakah

Rukun musyarakah ada 3 yaitu:>3

a. Pihak yang berkontrak

b. Objek kesepakatan (modal dan kerja)

c. Sighat (ucapan), yaitu ijab dan gabul (penawaran dan penerimaan)

Adapun yang menjadi syarat musyarakat menurut kesepakatan ulama,

yaitu:
a. Dua pihak yang melakukan transaksi mempunyai kecakapan/keahlian
untuk mewakilkan atau menerima perwakilan.

b. Modal musyarakah diketahui.

c. Modal musyarakah ada pada saat transaksi.

d. Besarnya keuntungan diketahui dengan penjumlahan yang berlaku,

seperti setengah, dan lain sebagainya.>

51 lbnu Hajar Al Asqgalani, Bulughul Maram, (Surabaya: Grafis Mutiara, 2011), h. 397

52 Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta:
Gemalnsani Pers, 2001), h. 91

%3 Wiroso, Produk Perbankan Syariah, (Jakarta: LPEE Usakti, 2009), h. 297

% Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar, Ensiklopedia Figh Muamalah dalam
Pandangan 4 Mahzab, (Yogyakarta: Maktabah al Hanif, 2009), h. 266
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Beberapa ketentuan pembiayaan musyarakah menurut fatwa Dewan
Syariah Nasional (DSN-MUI) sebagai berikut:>

a. Pernyataan ijab dan qgabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk

menujukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad),

dengan memperhatikan hal-hal berikut:

1)

2)
3)

Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan
tujuan kontrak (akad).

Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak.

Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespondensi, atau dengan

menggunakan cara-cara komunikasi modern.

b. Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan memperhatikan
hal-hal berikut:

1)
2)

3)

4)

5)

Kompeten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan setiap mitra
melaksanakan kerja sebagai wakil.

Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset musyarakah dalam
proses bisnis normal.

Setiap mitra member wewenang kepada mitra yang lain untuk
mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang
untuk melakukan aktifitas musyarakah dengan memperhatikan
kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan
yang disengaja.

Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau

menginvestasikan dana untuk kepentingannya sendiri.

c. Obyek akad (modal, kerja, dan kerugian)

1)

Modal
a) Modal yang diberikan harus uang tunai, emas, perak, atau yang

lainnya sama.

55 http://www.mui.or.id Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia No.

08/DSN-MUI/1VV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah
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b)

c)

Para pihak tidak boleh  meminjam,  meminjamkan,
menyumbangkan, atauy menghadiahkan modal musyarakah
kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.

Pada prinsipnya, dalam pembiayaan musyarakah tidak ada
jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan,

LKS dapat meminta jaminan.

2) Kerja

a)

b)

Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan dasar
pelaksanaan musyarakah; akan tetapi, kesamaan porsi kerja
bukanlah merupakan syarat. Seorang mitra boleh melaksanakan
kerja lebih banyak dari yang lainnya, dan dalam hal ini ia boleh
menuntut bagian keuntungan tambahan bagi dirinya.

Setiap mitra melaksanakan kerja dalam musyarakah atas nama
pribadi dan wakil dari mitranya. Kedudukan masing-masing

dalam organisasi kerja harus dijelaskan dalam kontrak.

3) Keuntungan

a)

b)

d)

Keuntungan harus dikualifikasikan dengan jelas untuk
menghindari perbedaan dan sengketa pada waktu alokasi
keuntuingan atau penghentian musyarakah.

Setiap keuntungan mitra harus dibagikan secara proporsional atas
dasar seluruh keuntungan dan tidak ada jumlah yang ditentukan di
awal yang ditetapkan bagi seorang mitra.

Seorang mitra boleh mengusulkan bahwa jika keuntungan
melebihi jumlah tertentu, kelebihan atau keuntungan itu diberikan
kepadanya.

Sistem pembagian keuntungan harus tertuang dengan jelas dalam
akad.

4) Kerugian

Kerugian harus dibagi diantara para mitra secara proporsional

menurut saham masing-masing dalam modal.
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d. Biaya operasional dan persengketaan
1) Biaya operasional dibebankan pada modal bersama.
2) Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajiban atau jika terjadi
perselisihan diantara para pihak, maka penyelesainnya melalui
Badan Arbitrasi Syari’ah setelah tidak tercapainya kesepakatan

melalui musyawarah.

4. Jenis-jenis Musyarakah
Para ulama figh membagi syirkah menjadi dua macam:
a. Syirkah amlak (perserikatan dalam kepemilikan)

Syirkah amlak adalah syirkah yang terjadi bukan karena akad,
tetapi karena usaha tertentu atau terjadi secara alami. Oleh karena itu,
syirkah amlak dibedakan menjadi dua: sirkah amlak-ikhtiari, dan amlak-
ijbari.>®

1) Syirkah amlak-ikhtiari yaitu perserikatan yang muncul akibat
tindakan hukum orang yang berserikat, seperti dua orang yang
sepakat membeli suatu barang atau keduanya menerima hibah,
wasiat, atau wakaf dari orang lain maka benda-benda ini menjadi
harta bersama bagi mereka berdua.®’

2) Syirkah amlak-ijbari yaitu perserikatan yang muncul secara paksa
bukan keinginan yang berserikat, artinya hak milik bagi mereka
berdua atau lebih tanpa dikehendaki oleh mereka. Seperti harta
warisan yang mereka terima dari ayahnya yang telah wafat. Harta
warisan itu menjadi hak milik bersama bagi mereka yang memili
hak warisan. Menurut para fukaha, hukum kepemilikan syirkah
amlak disesuaikan dengan hak masing-masing yaitu bersifat

sendiri-sendiri secara hukum. Artinya, seseorang tidak berhak

% Maulana Hasanudin dan Jail Mubarak, Perkembangan Akad Musyarakah, (Jakarta:
Kenacana, 2012), h. 22
57 Abdul Rahman Ghazali dkk, Figh Muamalat, (Jakarta: Kencana, 2015) h. 131
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untuk menggunakan atau menguasai milik mitranya tanpa izin dari

yang bersangkutan.>®
b. Syirkah al-uqud (perserikatan berdasarkan agad)

Yang dimaksud dengan syirkah uqud adalah dua orang atau lebih
melakukan akad untuk Kkerjasama (berserikat) dalam modal dan
keuntungan. Artinya, kerjasama ini didahului oleh transaksi dalam
penanaman modal dari kesepatan pembagian keuntungan.®®

Musyarakah akad tercipta dengan cara kesepakatan antara dua
orang atau lebih setuju bahwa setiap orang dari mereka memberikan modal
musyarakah. Mereka pun sepakat berbagi keuntungan dan kerugian.®

Musyarakah akad terbagi menjadi: al- ‘inan, al-mufawadhah, al-
a’maal, al-wujuh, dan al-mudharabah.®*

1) Syirkah Al-‘inan

Penggabungan harta atau modal dua orang atau lebih yang tidak
selalu sama jumlahnya. Boleh satu pihak memiliki modal lebih besar
dari pihak lainnya. Kedua belah pihak berbagi keuntungan dan
kerugian sebagaimana yang telah disepakatin.
2) Syirkah Mufawadhah

Perserikatan yang modal semua pihak dan bentuk kerjasama
yang mereka lakukan baik kualitas maupun kuantitasnya sama dan
keuntungan dibagi rata.®? Dalam syirkah ini masing-masing pihak
harus sama-sama bekerja. Dengan demikian, syarat utama dari jenis
syirkah ini adalah kesamaan dana yang diberikan, Kerja,

tanggungjawab,, dan beban utang dibagi oleh masing-masing pihak.®?

%8 1hid.

% 1bid.

®Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema
Insani, 2001), h. 92

81 1hid.

62 Yasid Afandi, Figih Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan
Syariah , (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), h. 127

63 Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema
Insani, 2001), h. 92
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Hanafi dan Malik membolehkan syirkah mufawadhah, namun

diantara mereka terdapat perbedaan mengenai bentuknya. Menurut
pendapat Hanafi: syirkah mufawadhah adalah dua orang berserikat
pada suatu usaha yang mereka miliki, seperti emas dan mata uang, dan
harus bersamaan modalnya. Oleh karena itu, menurut mereka jika
modalnya tidak sama, maka perkongsian menjadi tidak sah.%
Maliki berpendapat: dalam syirkah mufawadhah boleh tidak sama
besar modalnya, dan keuntungannya dibagi menurut perbandingan
persentase modal masing-masing yang ditanam. Tidak ada perbedaan
dalam masalah modal yang ditanam, baik berupa barang maupun uang.
Juga tidak dibedakan antara menjadikan perkongsian tersebut semua
harta yang dimiliki atau sebagainya saja untuk usaha, serta sama saja
antara harta mereka, apakah dicampur menjadi satu sehingga tidak
dapat dibedakan atau dapat dibedakan sesudah dicampur menjadi satu,
dan kekuasaan berada pada keduanya.®®

Hanafi: syirkah hukumnya tetap sah, meskipun harta masing-
masing perkongsian berada ditangannya tidak dikumpulkan. Adapun
pendapat mazhab Syafi’l dan Hambali bahwa syirkah demikian tidak

kilo.sah.5®

Tabel 2.2
Perbedaan syirkah ‘Inan dan syirkah Mufawadhah®’

Aspek Syirkah ‘inan Syirkah mufawadhah
Manajerial/al-‘amal | Persentase tidak | Masing-masing 50%
(pekerjaan) sama persis

Capital/al-maal Persentase tidak | Masing-masing 50%
(permodalan) sama persis

Profit sharing Sesuai dengan | 50% : 50%

251

64 Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, Figh Empat Mazhab, (Hasyimi, 2004) h.

% 1bid.
% 1hid.
7 Ahmad Dahlan, Bank Syariah, Prakti, Kritik, (Yogyakarta: Teras, 2012) h.171
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kontribusi di bidang

manajerial dan

capital

3) Syirkah A’amaal

Adalah kontrak kerjasama antara dua orang seprofesi untuk
menerima pekerjaan secara bersama dan berbagi keuntungan dari
pekerjaan itu. Misalnya, kerjasama dua orang pihak arsitek untuk
menggarap sebuah proyek, atau kerjasama dua orang penjahit
menerima order pembuatan seragam sebuah kantor.%®
4) Syirkah Wujuh

Adalah kontrak antara dua orang atau lebih yang memiliki
reputasi dan persentase baik serta ahli dalam bisnis. Mereka member
barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual barang tersebut
secara tunai. Mereka berbagi dalam keuntungan dan Kkerugian
berdasarkan jaminan kepada penyumplai yang disediakan oleh setiap
mitra. Jenis ini tidak memiliki modal karena pemberian secara kredit
berdasarkan atas jaminan tersebut. Karenanya, kontrak ini pun lazim

disebut sebagai musyarakah piutang.®®

Tabel 2.3
Syirkah wjuh dan 4’mal®
Aspek Syirkah Wujuh Syirkah A’mal

Manajerial/al-a’mal | Keahlian sebagai syirkah | Berserikat dalam
(pekerjaan) dalam bentuk personal profesi yang sama

atau antar profesi

Capital/al-mal - -

(permodalan)

Profit Sharing Sesuai dengan kontribusi | Sesuai dengan

8 Muhammad Syafi’l Antonio, Bank Syariah Dari Teori ke Praktik, (Jakarta: Gema
Insani, 2001), h. 92

% Ibid, h.93

0 Ahmad Dahlan, Bank Syariah, Praktiki, Kritik, (Yogyakarta: Teras, 2012) h. 171
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pekerjaan kontribusi

pekerjaan

Berakhirnya Musyarakah

Musyarakah akan berakhir apabila terjadi hal-hal berikut: "

Salah satu pihak membatalkannya meskipun tanpa persetujuan pihak
lainnya sebab syirkah adalah akad yang terjadi atas dasar rela sama rela
dari kedua belah pihak yang tidak ada kemestian untuk dilaksanakannya
apabila salah satu pihak tidak menginginkannya lagi. Hal ini menunjukkan
pencabutan kerelaan syirkah oleh salah satu pihak.

. Salah satu pihak kehilangan kecakapan untuk bertasharruf (keahlian
mengelola harta), baik karena gila maupun karena alasan lainnya.

Salah satu pihak meninggal dunia, tetapi apabila anggota syirkah lebih dari
dua orang, yang batal hanyalah yang meninggal saja. Syirkah berjalan
terus pada anggota-anggota yang masih hidup. Apabila ahli waris anggota
yang meninggal menghendaki untuk serta dalam syirkah tersebut, maka
dilakukan perjanjian bagi ahli waris yang bersangkutan.

. Salah satu pihak ditaruh dibawah pengampunan, baik karena boros yang
terjadi pada waktu perjanjian syirkah tengah berjalan maupun sebab
lainnya.

Salah satu pihak jatuh bangkrut yang berakibatkan tidak berkuasa lagi atas
harta yang menjadi saham syirkah. Pendapat itu dikemukakan oleh
Mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali. Hanafi berpendapat bahwa keadaan
bangkrut ityu tidak membatalkan perjanjian yang dilakukan oleh yang
bersangkutan.

Modal para anggota syirkah lenyap sebelum dibelanjakan atas nama
syirkah. Bila modal tersebut lenyap sebelum terjadi pencampuran harta
hingga tidak dapat dipisah-pisahkan lagi, yang menanggung risiko adalah
para pemiliknya sendiri. Apabila harta lenyap setelah terjadi pencampuran,
maka menjadi risiko bersama. Kerusakan yang terjadi setelah

"'Hendi Suendi, Figh Muamalah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), h. 133-134
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dibelanjakan, dan masih ada sisa harta, syirkah masih dapat berlangsung
dengan kekayaan yang masih ada.
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BAB |11
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan ini merupakan penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif
merupakan serangkaian informasi yang digali dari hasil penelitian masih
merupakan fakta-fakta verbal, atau berupa keterangan-keterangan saja.”? Dalam
penelitian ini penulis menggunakan penelitian deskriptif adalah penelitian yang
dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang ada
yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.
Penelitian deskripsi tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis tertentu, tetapi

hanya menggambarkan apa adanya tentang suatu variabel, gejala atau keadaan.”

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian
untuk memperoleh data-data yang di perlukan. Adapun lokasi penelitian ini
dilaksanakan di PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan, JI. Brigjen
Katamso, Medan. Waktu yang digunakan mulai dari penyusunan proposal sampai

tersusunnya laporan penelitian yaitu pada bulan Juli sampai dengan selesai.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian ini adalah individu yang dijadikan sasaran kasus yang
diteliti sebagai sumber informasi. Subjek penelitian ini adalah pegawai bagian
pemasaran (marketing) dan pegawai bagian pengawas penyaluran pembiayaaan

pada Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

2 Muhammad Teguh, Metodologi Penelitian Ekonomi: Teori dan Aplikasi (Jakarta: PT.
RajaGrafindo Persada, 2005) h. 118

73 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2005), h. 309-
310
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D. Sumber Data

a. Data primer

Data yang diperoleh peneliti dari sumber asli. Dalam hal ini maka
proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa
sumber utama yang akan dijadikan objek penelitian. Dengan demikian
pengumpulan data primer merupakan bagian integral dari proses penelitian
ekonomi yang digunakan untuk mengambil keputusan.’

Dalam penelitiaan ini, penulis mengambil data primer dari hasil
wawancara yang sesuai dengan list wawancara (terlampir) kepada pegawai
bagian legal dan admin pembiayaan Bapak Heru Kurniawan dan bagian

pengawas pembiayaan Bapak M. Nazri Mangunsong.

E. Tekhnik dan Instrumen Pengumpulan Data
a. Wawancara
Tekhnik wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk
mendapatkan informasi secara langsung dengan mengungkapkan
pertanyaan-pertanyaan pada para responden. Wawancara bermakna
berhadapan langsung antara interview dengan responden dan kegiatanya
dilakukan secara lisan.”™
Dalam hal ini wawancara dilakukan dengan Bapak Heru Kurniawan
selaku pegawai bagian legal dan admin pembiayaan dan Bapak M. Nazri
Mangunsong selaku bagian pengawas pembiayaan.
b. Observasi
Observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis
terhadap gejala-gejala yang diteliti. Dalam menggunakan teknik observasi
yang terpenting ialah mengandalkan pengamatan dan ingatan.’® Dalam

"“Muhammad, Metodologi Penelitian Islam: Pendekatan Kualitatif (Jakarta:
RajaGrafindo Persada, 2005) h. 118

Jogiyanto, Metode Penelitian Bisnis, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2007) h. 89

"8Husain Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, Metode Penelitian Sosial, (Jakarta: Bumi
Aksara, 1996)
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observasi ini peneliti mengamati langsung seluruh kegiatan operasional
yang dilaksanakan di PT Bank Sumut Kantor Cabang Syariah Medan.
c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data berupa
data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta
pemikiran tentang fenomena yang masih aktual dan sesuai dengan
masalah penelitian. Teknik dokumentasi berproses dan berawal dari
menghimpun dokumen, memilih-milih dokumen sesuai dengan tujuan
penelitian, mencatat dan menerangkan, manafsirkan dan menghubung-

hubungkan dengan fenomena lain.

F. Analisis Data

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif
analisis, yaitu metode yang berusaha memberikan gambaran yang jelas,
sistematik, mendalam dan fakta yang tepat dari permasalahan yang terdapat pada
ketiga kelompok usaha, kemudian menganalisis secara kritis masalah yang
diangkat sehingga menghasilkan gambaran yang utuh tentang objektif kajian.
Dalam metode ini penulis mencoba memberikan gambaran yang rill tentang
permasalahan serta penyelesaian dalam pembiayaan modal kerja kontruksi dengan
akad Musyarakah pada PT Bank Sumut Cabang Syariah Medan.

Menurut  Arikunto, penelitian deskriptif adalah penelitian yang
dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang
ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan.”’
Analisis data dalam kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung,
dan setelah selesai data dalam priode tertentu. Aktivitas dalam analisis data
kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai
tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu :

a. Reduksi data, yaitu merangkum, memilah hal-hal pokok, memfokuskan

pada hal-hal yang penting, dicari tema dalam polanya, jadi laporan

7 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 309
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lapangan sebagai bahan mentah disingkatkan, direduksi, disusun lebih
sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.

b. Display data, bertujuan untuk memudahkan dalam memahami apa yang
terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah
dipahami tersebut, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian
singkat grafik, hubungan antar kategori, chart dan sejenisnya.

c. Penarikan kesimpulan merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh
penelitian yang perlu diverifikasi berupa suatu pengulangan dari tahan
pengumpulan data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah
data tersaji.

G. Sistematika Pembahasan

BAB | PENDAHULUAN

BAB ini beisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan
manfaaat penelitian dilakukan.

BAB Il LANDASAN TEORI

Memuat uraian tentang kerangka teori relavan yang terkait dengan tema skripsi
serta kaijan pustaka terdahulu.

BAB Il GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Berisi : Metodologi penelitian, analisis data, sumber data, tehnik mengumpulkan
data serta lokasi tempat penelitian dilaksanakan. Juga sitematika penulisan yang
berisi tentang gambaran umum pembahasan masing-masing Bab.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Penjelasan tentang hasil penelitian, hasil wawancara serta analisa hasil
wawancaara. Klasifikasi bahasan sesuai dengan pendekatan, sifat penelitian, dan
rumusan masalah atau fokus penelitiannya. Pada penelitian ini, pembahasan
meliputi (1) Uraian ringkas PT. Bank Sumut KCSy Medan, visi dann misi, serta
uraian ringkas produk-produk Bank. (2) Pembahasan mengenai mekanisme
produk pembiaayaaan modal kerja kontruksi dengan akad Musyarakah,
penyelesaian pembiayaan bermasalah pada kontruksi yang terbengkalai serta

kendala saat proses penyelesaian pembiayaa bermasalah.
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BAB V PENUTUP

BAB terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan
menyajikan secara ringkas seluruh penelitian. Dan saran-saran dirumuskan
mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait

dengan hasil penelitian yang bersangkutan.
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BAB IV
TEMUAN PENELITIAN

A. Sejarah Berdirinya Unit Usaha Syariah PT. Bank Sumut

Gagasan dan wacana untuk mendirikan Unit Usaha Syariah sebenarnya
telah berkembang cukup lama dikalangan stalkholder PT. Bank Sumut, khususnya
direksi dan komisarisnya, yaitu sejak dikeluarkannya UU No. 10 Tahun 1998
yang memberikan kesempatan Bank Konvensional untuk mendirikan Unit Usaha
Syariah. pendirian Unit Usaha Syariah juga didasarkan pada khultur masyarakat
Sumatera Utara yang religious, khususnya umat Islam yang semakin sadar akan
pentingnya menjalankan ajarannya dalam semua aspek kehidupan, termasuk
dalam bidang ekonomi.

Komitmen untuk mendirikan Unit Usaha Syariah semakin menguat seiring
dikeluarkannya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang menyatakan bunga
haram. Tentunya, fatwa ini mendorong keinginan masyarakat muslim untuk
mendapatkan layanan jasa-jasa perbankan berdasarkan prinsip Syariah. Dari hasil
survey yang dilakukan 8 (delapan) kota di Sumatera Utara, menunjukkan bahwa
minat masyarakat terhadap pelayanan Bank Syariah cukup tinggi yaitu mencapai
70% untuk tingkat ketertarikan dan diatas 50% untuk keinginan mendapatkan
pelayanan Perbankan Syariah.

Atas dasar ini dan komitmen PT. Bank Sumut terhadap pengembanan
layanan Perbankan Syariah, maka pada tanggal 04 November 2004 PT. Bank
Sumut membuka Unit Usaha Syariah dengan 2 (dua) Kantor Cabang Syariah yaitu
Kntor Cabng Syariah Medan dan Kantor Cabang Syariah Padang Sidempuan.

Melalui pengembangan layanan Perbankan Syariah diharapkan PT. Bank
Sumut lanjut mengembangkan usaha ini juga ditargetkan meningkatkan

profitabilitas PT. Bank Sumut sekaligus memperkuat tingkat kesehatannya.
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1. Visi dan Misi Bank Sumut Syariah

a. Visi Perusahaan

Adapun Visi dari PT. Bank Sumut Syariah adalah meningkatkan
keunggulan PT. Bank Sumut dengan memberikan pelayanan lebih luas
berdasarkan prinsip-prinsip Syariah sehingga mendorong partisipasi
masyarakat secara luas dalam pembangunan daerah guna mewujudkan
masyarakat yang sejahtera.
b. Misi Perusahaan

Misi dari PT. Bank Sumut Syariah adalah mengelola dana
pemerintah dan masyarakat serta professional yang didasarkan pada

prinsip-prinsip Syariah.

2. Ruang Lingkup Bidang Usaha dan Produk
Dalam kegiatan operasionalnya Unit Usaha Syariah PT. Bank Sumut
membagi produknya menjadi 2 bagian :
a. Produk Penghimpun Dana (Funding)
Adapun produk PT. Bank Sumut Syariah yang bersifat menghimpun
dana adalah :
1) Produk Wadiah
a) Tabungan iB Martabe (Marwah)

Merupakan tabungan yang dikelola berdasarkan prinsip Wadiah
Yad-Dhamanah yang merupakan titipan murni dengan seizin pemilik
dana (Shahibul-mal), Bank dapat mengelolanya didalam operasional
Bank untuk mendukung sector riil, menjamin bahwa dana tersebut
dapat ditarik setiap saat oleh pemilik dana.

Syarat-syarat pembukaan tabungan Marwah :

(1) Fotocopy Kartu Identitas yang masih berlaku

(2) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan
rekening

(3) Setoran awal minimal Rp. 10.000,-

(4) Setoran selanjutnya minimal Rp. 10.000,-
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(5) Pajak sesuai ketentuan pemerintah

(6) Tidak dikenakan biaya administrasi

(7) Biaya penutupan rekening Rp. 10.000,-
b) Simpanan Giro Wadiah

Merupakan produk penyimpanan dana yang menggunakan
prinsip Wadiah Yad-Dhamanah (titipan murni). Pada produk ini
nasabah menitipkan dana dan Bank akan menggunakan dana tersebut
dengan prinsip Syariah dan menjamin akan mengembalikan titipan
tersebut secara utuh bila sewaktu-waktu nasabah membutuhkannya.

Syarat-syarat pembukaan simpanan Giro Wadiah :
(1) Fotocopy kartu identitas yang masih aktif
(2) Mengisi aplikasi pembukaan rekening Giro
(3) Mengisi spesimen tanda tangan beserta pasphoto nasabah atau
pemimpin perusahaan
(4) Untuk perusahaan atau badan usaha harus dilengkapi dengan
company profile, SIUP, SITU, TDP, dan akta pendirian
perusahaan
(5) Akad pembukaan rekening Giro
2) Produk Mudharabah
Adapun jenis produk Mudharabah yaitu :
a) Tabungan iB Martabe Bagi Hasil (Marhamah)

Merupakan  produk  penghimpun dana yang dalam
pengelolaannya menggunakan prinsip Mudharabah Mutalagah, yaitu
investasi yang dilakukan oleh nasabah sebagai pemilik dana
(shahibul-mal) dan Bank sebagai pihak bebas tanpa pembatasan dari
pemilik dana menyalurkan dana nasabah tersebut dalam bentuk
pembiayaan kepada usaha-usaha yang menguntungkan dan tidak
bertentangan dengan prinsip Syariah.

Syarat-syarat pembukaan tabungan iB Martabe bagi hasil
(Marhamah) :

(1) Fotocopy kartu identitas yang masih aktif

47



(2) Mengisi dan menandatangani formulir permohonan pembukaan
rekening
(3) Setoran awal minimal Rp. 50.000,-
(4) Saldo minimal Rp.50.000,-
(5) Pajak sesuai pemerintah
(6) Table pembagian nisbah (bagi hasil) tebungan Marhamah
terlampir
3) Deposit iB Ibadah
Merupakan produk yang sistem pengelolaannya berdasarkan
prinsip Mudharabah Mutalagah. Prinsip sama dengan tabungan
Marhamah akan tetapi dana yang disimpan oleh nasabah dapat ditarik
berdasarkan jangka waktu yang telah ditentukan dengan bagi hasil dan
keuntungan yang telah disepakati bersama. Investasi akan disalurkan
untuk usaha yang produktif dan halal.
4) Tabungan Makbul
Merupakan tabungan khusus PT. Bank Sumut sebagai sarana
BPHI (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) penabung perorangan secara
bertahap ataupun sekaligus dan tidak dapat melakukan transaksi
penarikan.
Syarat-syarat pembukaan tabungan makbul :
a) Penabung adalah perorangan yang berniat menunaikan ibadah
haji bentuk tabungan.
b) Mengisi fomulir permohonan dengan melengkapi kartu identitas
c) Pembukaan rekening hanya dapat dilakukan pada unit kantor
yang berlokasi sesuai dengan alamat domisili
d) Setoran awal Rp. 1.000.000,-
e) Setoran selanjutnya Rp. 100.000,-

f) Tidak dapat melakukan penarikan kecuali penutupan tabungan
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b. Produk Penyaluran Dana (Lending)
Adapun produk PT. Bank Sumut KCSy Medan yang bersifat
menyalurkan dana adalah :
1) Pembiayaan dengan akad Jual-Beli (Murabahah)
2) Pembiayaan dengan sistem bagi hasil (Mudharabah)
3) Pembiayaan Musyarakah
4) Pinjaman (Qard) dengan Gadai Emas iB

3. Prosedur Penyaluran Pembiayaan
Prosedur penyaluran pembiayaan merupakan suatu sistematis sehubungan
dengan pengelolaan pembiayaan, mulai dari tahap pengajuan berkas-berkas
pembiayaan yang diajukan sampai dengan tahap pelaksanaan penyaluran
pembiayaan.
Adapun prosedur penyaluran pembiayaan pada PT. Bank Sumut KCSy
terdiri dari beberapa tahap, yaitu sebagai berikut :
a. Tahap Pengajuan Berkas
Dalam hal ini pemohon pengajuan untuk memperoleh pembiayaan.
Berkas-berkas berbeda antar pegawai negeri dan pegawai swasta serta
seorang wiraswasta.
1) Bagi Pegawai Negeri
a) Fotocopy KTP Suami Istri masing-masing dua lembar
b) Fotocopy Kartu Keluarga
c) Fotocopy SK pengangakatan terakhir
d) Fotocopy kartu pegawai
e) Fotocopy jaminan (tanah, bangunan, kendaraan yang dimiliki)
f) Surat keterangan/rekomendasi perusahaan
2) Bagi Pegawai Swasta
a) Fotocopy KTP Suami Istri masing-masing dua lembar
b) Fotocopy Kartu Keluarga
c) Fotocopy agunan
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3) Bagi Wiraswasta
a) Mengajukan proposal yang berisi tentang :

(1) Latar belakang perusahaan (seperti riwayat singkat perusahaan,
jenis bidang usaha, identitas perusahaan, nama pengurus,
pengetahuan dan pendidikan, perkembangan perusahaan,
relasinya, pengalamann usaha)

(2) Maksud dan tujuan

(3) Besar kredit dan jangka waktu

(4) Adanya agunan dengan syarat agunan harus diasuransikan
terlebih dahulu.

b) Melampirkan dokumen-dokumen yang meliputi :

(1) Fotocopy akta notaries (perusahaan perseroan atau yayasan)

(2) Fotocopy tanda daftar perusahaan

(3) Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

(4) Surat pengesahan dari departemen kehakiman

(5) Neraca dan laporan laba/rugi

b. Tahapan Penilaian Pembiayaan
Bank meneliti apa, bagaimana, dan siapa calon peminjamnya,
sehingga untuk menentukan nilai pembiayaan pada PT. Bank sumut KCSy
Medan menggunakan prinsip 5C.
1) Character (Watak)
Karakter dari seorang calon pemohon dapat diketahui dari :
a) Riwayat hidup
b) Cara/pola hidup
c) Sikap/sifat pemohon pembiayaan
2) Capacity (Kemampuan)
Kemampuan pemohon memperoleh pembiayaan, memanfaatkannya,
dan membayarnya kembali.
3) Capital (Modal)
Penyelidikan terhadap modal dari pemohon pembiayaan tidak hanya

dilihat dari besar kecilnya modal, tetapi bagaimana distribusi modal
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4)

tersebut ditempatkan oleh si pemohon, cukuplah modal yang tersedia
sehingga segala sumber-sumber produksi bergerak secara efektif dan
efisien. Penggunaan modal juga diteliti untuk mengetahui apakah
modal berjalan dengan baik sehingga perusahaan dapat berjalan
dengan lancar.

Collecteral (jaminan)

Adapun syarat-syarat barang yang dapat dijadikan jaminan adalah :
a) Memiliki harga pasar

b) Tidak dalam keadaan sedang dijaminkan

c) Memiliki bukti-bukti kepemilikan

d) Memiliki nilai yang cukup untuk menjamin pembiayaan

c. Tahap Pencairan Informasi Debitur

1)

2)

Menyelidiki berkas pinjaman, tujuannya untuk mengetahui apakah
berkas yang diajukan sudah lengkap sesuai persyaratan dan sudah
benar termasuk menyelidiki keabsahan berkas.

Interview dengan pemohon pembiayaan, merupakan penyelidikan
dimana calon peminjam langsung berhadapan pihak Bank.
Tujuannya, untuk meyakinkan pihak Bank apakah berkas-berkas
tersebut telah sesuai dengan persyaratan yang ditentukan pihak
Bank. Interview ini juga untuk mengetahui kerugian dan kebutuhan
nasabah sebenarnya. Dua hal penting yang harus diketahui dari
interview adalah tujuan penggunaan kredit dan bagaimana rencana
pengambilan pembiayaan tersebut. Hal lain yang perlu diketahui dari
interview adalah mengenai usaha nasabah (bidang apa dan
bagaimana produksi yang diusahakan) dan mengenai situasi
perdagangan nasabah serta bagaimana persaingannya.

d. Tahap Analisa Pembiayaan

Pada tahap ini dilakukan kegiatan pemeriksaan ke lokasi dengan

meninjau berbagai objek yang akan dijadikan usaha atau jaminan.
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Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui tentang :

1) Kebenaran atas keterangan tentang bidang usaha nasabah, izin
usahannya, akta perusahaan dan lain sebagainya.

2) Kelancaran usaha yang diketahui dari data tentang perkembangan
usahanya.

3) Kualitas dari barang-barang yang diproduksi atau barang-barang
yang diperdagangkan, juga tentang kecocokan harga dengan harga
pasar.

4) Kemampuan dan pengetahuan manajemen dalam bidang usahanya
tersebut.

5) Lokasi perusahaan, apakah mendekati pasar atau mendekati sumber
bahan mentah/lokasi kerja.

Pada saat melakukan pengecekan lapangan, hendaknya para debitur
tidak memberitahukan kepada nasabah, sehingga apa yang dilihat di
lapangan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hasil yang diperoleh
kemudian dicocokkan dengan hasil interview, apabila terdapat
ketidaksesuaian maka pihak Bank melakukan perbaikan terhadap berkas
tersebut. Kegiatan pemeriksaan atau survey lapangan dilakukan oleh
petugas lapangan atau Accout Officer dan kepala bagian pembiayaan atau
Manager Operasional.
e. Tahap Pelaksanaan Pembiayaan

Setelah dilakukan pengecekan ulang, pihak Bank memutuskan
apakah nasabah berhak mendapatkan pembiayaan atau tidak.Keputusan
pelaksanaan pembiayaan dilakukan oleh Manager Operasional dan kepala
bagian pembiayaan dala suatu rapat tentang pembiayaan tersebut.Hal ini
mencakup jumlah uang yang dapat dijadikan pembiayaan sesuai dengan
jangka waktu pembiayaan, selanjutnya pihak Bank melakukan perjanjian
secara tertulis dengan pihak nasabah.penandatanganan dilaksanakan anatara
pihak Bank dan nasabah secara langsung atau melalui proses notaries.

Setelah itu, maka pencairan dana tersebut baru dilakukan oleh pihak Bank.

52



4. Struktur Organisasi Perusahaan
Stuktur organisasi dapat memberikan gambaran secara skematis tentang
hubungan kerjasama antara orang-orang yang terdapat dalam organisasi dengan
jelas. Adapun struktur organisasi pada PT. Bank Sumut KCSy Medan adalah

sebagai berikut® :

B. Mekanisme Pembiayaan Modal Kerja Kontruksi

Pembiayaan Kontruksi adalah produk yang disediakan untuk memenuhi
kebutuhan belanja modal kerja pengembang perumahan untuk membangun
proyek perumahan dengan menggunakan prinsip Musyarakah (Bagi Hasil),
dengan rencana pengembalian pembiayaan berdasarkan kemampuan cashflow
nasabah.

Produk pembiayaan modal kerja proyek kontruksi dengan akad
Musyarakah pada PT. Bank Sumut Kntor Cabang Syariah diresmikan tahun 2012
guna membantu peusahaan bidang proyek kontruksi (developer) yang
membutuhkan dana untuk keperluan pembangunan perumahan atau rumah toko
yang dipesan oleh calon pembeli (nasabah).

1. Pengajuan Pembiayaan
a. Persyarata Pengajuan Pembiayaan
Dalam hal pelaksanaan pembiayaan kontruksi, tidak terlepas dari
syarat-syarat pengajuan pembiayaan yang harus dipenuhi nasabah
pembiayaan yang telah ditetapkan oleh Bank Sumut KCSy Medan.
Sesuai dengan penjelasan dari Bapak Heru Kurniawan selaku
Pimpinan Seksi Legal dan Admin Pembiayaan mengenai syarat-syarat

mengajukan pembiayaan kontruksi yaitu :

“Syaratnya sama dengan pembiayaan Musyarakah untuk badan
usaha pada umumya, yang pasti pembedanya harus ada IMB atau
Izin Mendirikan Bangunan dan RBB, Rencana Biaya Bangunan.
Terutama IMB harus punya izin, dan diizin itu harus sesuai, bangun
74 rumah, di izin tertulis 74. Dan ketentuan lainnya harus ada site
plan, lalu lokasinya harus sudah dikuasai perusahaan, RBB nya

8 Terlampir.
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juga, pembiayaan kontruksi itu diluar tanah, jadi membangun
proyek itu harus ada berapa share untuk perusahaan dan berapa
share untuk Bank, itulah yang menjadi pembagi keuntungan.”"®

Persyaratan pengajuan pembiayaan modal kerja kontruksi dengan
akad Musyarakah yaitu :%
1) Sumber pengembalian yang berasal dari laba usaha
2) Kelengkapan persyaratan administrative
a) Membuka rekening giro
b) Fotocopy NPWP untuk pembiayaan diatas 100 juta
c) Fotocopy bukti-bukti legalitas usaha lain, seperti SIUP, SIUJK,
SKITU, TDP, HO, dan lainnya.
d) Fotocopy identitas diri pemohon , pemilik agunan suami/istri
yang masih berlaku (KTP atau SIM atau Paspor)
3) Jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun
4) Analisis pembiayaan difokuskan pada kemampuan usaha
5) Maksimum pembiayaan sebesar tambahan modal yang dibutuhkan
6) Agunan adalah agunan fisik milik pemilik usaha atau pengurus
(suami, istri, orang tua, anak, mertua)
7) IMB (Izin Mendirikan Usaha)
8) Surat agunan bersertifikat
9) Melampirkan RAB (Rencana Anggaran Biaya)

b. Penentuan Mudharib

Analisa penentuan mudharib pembiayaan diperlukan agar Bank
Syariah memperoleh keyakinan bahwa pembiayaan yang diberikan dapat
dikembalikan oleh nasabahnya dan menghindari resiko-resiko pembiayaan

dikemudian hari.

9 Heru Kurniawan, Pimpinan Seksi Legal dan Admin Pembiayaan, Wawancara Pribadi
pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 16.30 WIB
8 Arsip Dokumen Bank Sumut KCSy Medan
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Seperti hal nya bpk Heru mengatakan tentang bagaimana
menentukan Mudharib pembiayaan modal kerja kontruksi:

“Apabila telah memenuhi persyaratan, untuk pembiayaan kontruksi kita
lihat lagi CV, historis nasabah dalam memanage usahanya,
pengalamannya sampai dimana, adakah usaha proyek sebelumnya.
Kemudian daerah, yaitu daerah yang akan dibangun proyek apakah
marketable, atau mudah dijual. Lalu, RBB apakah sesuai dengan harga
pasar biaya membangun satu unitnya. Tapi yang pasti juga dalam
menentukan mudharib lebih jelas lagi di analis 5C.”8!

Berdasarkan wawancara diatas, analisis dalam menentukan
mudharib pembiayaan yang digunakan oleh PT. Bank Sumut KCSy Medan
adalah analisis 5C yaitu :

1) Character

Yaitu penilaian terhadap karakter atau kepribadian calon
penerima pembiayaan dengan tujuan untuk memperkirakan
kemungkinan bahwa penerima pembiayaan dapat memenuhi
kewajibannya.
2) Capacity

Yaitu penilaian secara subyektif tentang kemampuan penerima
pembiayaan untuk melakukan pembayaran. Kemampuan diukur dengan
catatan penerima pembiayaan di masa lalu didukung dengan
pengamatan di lapangan atas sarana usahanya seperti took, karyawan,
alat-alat, pabrik, serta metode kegiatan.
3) Capital

Yaitu penilaian terhadap kemampuan modal yang dimiliki oleh
calon penerima pembiayaan yang diukur dengan posisi perusahaan
secara keseluruhan yaitu ditujukan oleh rasio financial dan penekanan

pada komposisi modalnya.

& 1bid.
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4) Collateral

Yaitu jaminan yang dimiliki calon penerima pembiayaan.
Penilaian ini bertujuan untuk lebih meyakinkan bahwa jika suatu risiko
kegagalan pembayaran tercapai terjadi, maka jaminan dapat dipakai
sebagai pengganti dari kewajiban.
5) Condition

Bank Syariah harus melihat kondisi ekonomi yang terjadi di
masyarakat secara spesifik melihat adanya keterkaitan dengan jenis
usaha yang dilakukan oleh calon penerima pembiayaan. Hal tersebut
karena kondisi eksternal berperan besar dalam dalam proses berjalannya
usaha calon penerima pembiayaan.

Penilaian mudharib dilakukan menjadi tolak ukur dalam pemberian
pembiayaan kepada nasabah. Penilaian ini sebagai kunci utama pembiayaan
kedepannya agar tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah.

Hal khusus dalam pemberian pembiayaan modal kerja kepada
nasabah khususnya kontruksi, maka yang harus diperhatikan adalah berkas
persyaratan calon nasabah termasuk CV atau Curriculum Vitae yang berisi
tentang pengalaman dalam bidang usaha, khususnya bidang proyek
kontruksi. Penyesuaian RBB dengan harga pasar bangunan per-unit.
Misalnya, suatu perusahaan mengajukan pembiayaan sebesar 5 Milyar
Rupiah dan hanya berencana membangun 2 unit rumah dengan harga pasar
per-unit 300 Juta Rupiah. Bila terjadi ketidaksesuaian harga maka
permohonan pembiayaan akan ditolak. Lalu, diadakan peninjauan lokasi ke
tempat perencanaan proyek kontruksi dibangun untuk memastikan apakah
tempat dan lokasi perencanaan pembangunan strategis agar penjualan
bangunan nantinya lebih mudah.

c. Mekanisme Pemberian Pembiayaan Musyarakah Kontruksi

Adapun prosedur pemberian pembiayaan modal kerja pada proyek

kontruksi pada PT. Bank Sumut KCSy Medan adalah sebagai berikut :
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Pengajuan Permohonan
Pembiayaan Musyarakah
Kontruksi

Keputusan Permohanan
Pembiayaan

v

Syarat-Syarat Pengajuan
Pembiayaan

A

Keputusan Pembiayaan
Diterima

v

A

Analisis dan Evaluasi
Pembiavaan

Keputusan Pembiayaan
Ditolak

v

Surat Pemberitahuan
Penolakan Pembiayaan

Surat Pemberitahuan
Persetujuan Pembiayaan

v

Penandatanganan
Perjanjian/Akad Pembiayaan

\ 4
Realisasi Pembiayaan dan
Pembinaan

!

Pengembangan Usaha

A 4
Pengawasan

Gambar 4.1
Mekanisme Pemberian Pembiayaan Modal Kerja Kontruksi

Musyarakah®?

Gambar diatas menjelaskan bahawa prosedur pemberian
pembiayaan sebagai berikut :

1) Setelah pengajuan pembiayaan dan nasabah memenuhi berkas

persyaratan pembiayaan, Bank harus menganalisis dan penilaian

nasabah dari segi 5C, tempat usaha, laporan keuangan, jaminan, dan

82 SE Pembiayaan Musyarakah Divisi Kredit 125_Dir_DKr_Komrs_Se_2018, tgl 20 Des
2016
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lain sebagainya. Setelah terpenuhi seluruh persyaratan, dan nasabah
dipercaya dalam menjalankan usahanya, Bank meberikan surat
persetujuan beserta berkas perjanjian/akad antar Bank dan nasabah.

2) Setelah itu, Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah. Bank
tidak lepas tangan begitu saja. Bank Syariah harus melakukan
pembinaan agar nasabah yang diberikan pembiayaan tidak salah
langkah dalam menjalankan usahanya.

3) Perbankan bersama nasabah wajib melakukan pengembangan
usaha, agar usaha yang dikelola semakin maju dan berkembang.
Dan agar pengembalian pokok serta bagi hasil kepada Bank berjalan
lancar.

4) Bank melakukan pengawasan terhadap proyek nasabah dengan
pemantauan serta mengadakan pengunjungan ke lokasi proyek
kontruksi dan memberikan peringatan dini jika penurunan kualitas

pembiayaan yang diperkirakan mengandung resiko bagi Bank.

2. Mekanisme Pemberian Modal Pembiayaan
Mekanisme pemberian modal kerja atau yang dimaksud dengan tahapan
pemberian modal pada pembiayaan modal kerja kontruksi dilakukan utuk
pemberian modal kepada nasabah tidak sekaligus sesuai dengan jumlah pada
proposal yang diajukan dan bertujuan agar menghindari modal tidak sampai
disalahgunakan oleh nasabah.
Adapun tahap-tahapnya seperti yang dikatakan oleh Pak Heru Kurniawan

yakni:

“Setelah memenuhi syarat dan telah disetujui, sistem awal pemberian
modal itu ditetapkan. Contoh, Perusahaan mengajukan pembiayaan 5
Milyar Rupiah untuk membangun beberapa unit. Pencairan awal 1 Milyar
ke nasabah, 4 Milyar di hold dulu. Ditahan, jadi kita tidak langsung
memberikan 5 Milyar. Dari 1 Milyar ini kita lihat, apa yang telah
terlaksana. Itu namanya by progress. Jadi setelah 1 Milyar diberikan, 2
minggu atau 1 bulan kemudian kita melakukan kunjungan, kita lihat
progress pembangunan proyek bagaimana. Kalau sudah mencapai 1
Milyar atau lebih (perkiraan biaya), lalu kita cairkan lagi berikutnya.
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Sambil melihat apakah sudah ada peminat untuk membeli bangunan untuk
memudahkan pengembalian pokok dan bagi hasil.”®3

Berdasarkan wawancara diatas, setelah persyaratan pembiayaan terpenuhi,
dan persetujuan pembiayaan serta penandatanganan kontrak dengan akad
Musyarakah antar Bank dan nasabah, maka bagi Bank berkewajiban untuk
menyerahkan dana dan bagi nasabah berkewajiban untuk menjalankan amanah
atas pinjaman dana serta mengembalikan dana dan bagi hasiul kepada Bank
dengan waktu yang telah ditetapkan.

Bank tidak memberikan seluruh jumlah dana yang diajukan begitu saja
kepada nasabah. Namun, kebijakan Bank memberikan dana secara bertahap agar
terhindarnya dari ketidaksesuaian kinerja dengan apa yang ada pada perencanaan
pembangunan. Jadwal pemberian berdasarkan kinerja proyek pembangunan.
Setelah pemberian dana awal dilakukan, maka Bank melakukan controlling
(pengawasan) langsung ke lokasi proyek pembangunan guna melihat proses atau
kemajuan pembangunan serta memastikan adanya penjualan produk bangunan
agar nasabah mendapat kemudahan dalam mengembalikan dana dan nisbah bagi
hasil kepada Bank. Jika dana yang diberikan diawal telah terealisasikan dengan

baik, maka dana selanjutnya akan diberikan kembali.

3. Kesepakatan Nisbah Bagi Hasil
Bagi hasil adalah bagian hasil usaha yang dihitung dari pendapatan usaha
yang dibiayai dengan pembiayaan Musyarakah yang menjadi hak Bank dan
Nasabah yang ditetapkan berdasarkan nisbah.
Contoh ketentuan pembagian nisbah bagi hasil menurut Akad Pembiayaan
Musyarakah Nomor 011/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2018 yaitu®* :
a. Kedua belah pihak memasukkan modalnya untuk membiayai usaha

proyek.

& |bid.
8 Akad Pembiayaan Musyarakah pasal 5 nomor 011/KCSy01-LAP/iB_Musyarakah/2018,
Bank Sumut KCSy Medan
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b. Pembagian keuntungan dari pengelolaan dana dinyatakan bentuk nisbah
yang disepakati oleh masing-masing pihak.

c. Kedua belah pihak sepakat bahwa bagi hasil tersebut tidak berubah
seopanjang waktu investasi kecuali berdasarkan kesepakatan bersama
dituangkan dalam suatu addedium dan tidak berlaku surut yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari akad ini.

d. Kedua belah pihak sepakat pembayaran nisabah bagi hasil dapat

ditetapkan secara berjenjang.

Pak Heru berkata mengenai sistem pembagian bagi hasil :

“Sistem pembagian bagi hasil itu dengan cara mengestimasikan di bulan
keberapakah mulai ada penjualan. Semakin cepat laku semakin kecil bagi
hasil yang harus dibayar ke Bank, atau bagi hasil Bank semakin sedikit.
Tapi kalau semakin lama penjualan akan semakin besar dan memberatkan
nasabah. Makanya, itu menjadi pemacu agar nasabah cepat menjual.”®

Pengembalian pembiayaan dan pembagian bagi hasil berdasarkan modal
dari masing-masing pihak yang harus dalam bentuk persentase dan dilakukan
setelah mulainya penjualan produk bangunan. Adanya estimasi bagi hasil sampai
dengan satu tahun kedepan yang dilakukan oleh Bank Sumut KCSy Medan agar
dapat memperkirakan proses-proses pembangunan dan perkiraan untuk dapat
memulai penjualan.

Untuk itu selalu adanya pengawasan dari pihak Bank agar dapat
mengetahui jumlah unit yang terjual. Sebab, semakin lama produk bangunan
terjual maka semakin besar bagi hasil yang harus dibayarkan kepada Bank. Sebab

pembagian bagi hasil penuh akan dilakukan setelah penjualan mulai berlangsung.

8 Heru Kurniawan, Pimpinan Seksi Legal dan Admin Pembiayaan, Wawancara Pribadi
pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 16.30 WIB
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Seperti yang dikatakan oleh pak Heru :

“Dengan penahanan dana atau dana bertahap termasuk pada cara
pengawasan Bank. Dan adanya pengawasan Bank langsung memantau
pembangunan dan penjualan agar berjalan dengan baik.”’%

4. Pelanggaran

Nasabah dianggap melanggar apabila melakukan salah satu atau lebih

perbuatan-perbuatan sebagai berikut®’:

a.

Menggunakan modal yang diberikan Bank diluar tujuan atau rencana
kerja yang telah disepakati.

Melakukan pengalihan usaha dengan cara apapun, termasuk melakukan
penggabungan, kosolidasi, dan atau akuisisi dengan pihak lain.
Menjalankan usahanya tidak sesuai dengan ketentuan teknis yang
diharuskan pihak pertama.

Melakukan pendaftaran untuk memohon dinyatakan pailit oleh
pengadilan.

Lalai dan tidak memenuhi kewajiban.

Menolak atau menghalang-halangi pihak Bank dalam melakukan

pengawasan dan atau pemeriksaan.

C. Penyelesaian Permasalahan

1. Sebab Terjadinya Kontruksi Terbengkalai

Kontruksi bermasalah dapat dilihat dari pembiayaan suatu perusahaan

tersebut mengalami pembiayaan yang bermasalah. Pembiayaan bermasalah pada

PT. Bank Sumut KCSy Medan menggambarkan suatu keadaan dimana

persetujuan pengembalian pembiayaan serta bagi hasil mengalami resiko

kegagalan, bahkan cenderung menuju kerugian atau mengalami rugi yang

potensial bagi Bank Sumut KCSy Medan.

% 1bid.
8Akad  Pembiayaan =~ Musyarakah pasal 14  nomor  011/KCSy01-
LAP/iB_Musyarakah/2018, Bank Sumut KCSy Medan
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Pada tahun 2015 terjadinya pembiayaan modal kerja kontruksi
bermasalah. Terdapat 3 perusahaan dengan penggolongan kolektibilitas macet.
Perusahaan-perusahaan tersebut adalah CV. Kharisma Graha, Bintang Angkasa,
dan CV. Nisa. Ketiga perusahaan tersebut bergerak dibidang kontruksi
pembangunan perumahan di lokasi yang berbeda.

CV. Kharisma Graha
Proyek kontruksi perumahan

Lokasi : Namorambe

CV. Bintang Angkasa
Proyek kontruksi rumah toko
Lokasi : Deli Tua

CV. Nisa
Proyek Kontruksi Rumah Toko

Lokasi : Firdaus, Serge

Gambar 4.2
Kondisi Proyek Kontruksi

Menurut Bapak Nazri Mangunsong selaku Pimpinan Seksi Penyelamatan
Pembiayaan, penyebab terjadinya permasalahan pebiayaan pada perusahaan

diatas adalah :

“Penyebab gagalnya pembiayaan itu ada beberapa hal, yang pertama
adalah karakter nasabah, yang kedua adalah gagal proyek, artinya, ketiga
perusahaan tersebut kan pembiayaan kontruksi, jadi ketiganya melakukan
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side steaming, yaitu penyalahgunaan dana yang seharusnya untuk
pembangunan rumah (proyek) tapi digunakan untuk keperluan lainnya.
Yang ketiga, tidak mampunya nasabah untuk menjual proyek yang sudah
terbangun sehingga kreditnya macet. Pada saat jatuh tempo, rumah
terbangun tapi tidak sesuai target yang harus dibangun. Misalnya,
perencanaan dibangun 20 rumah, tetapi yang terbangun hanya 10 rumah,
kemudian 10 rumah ini pun tidak bisa dijual

Side Streaming adalah penyalagunaan pembiayaan pembiayaan oleh
nasabah. Dalam praktek di Bank Sumut KCSy Medan, Bank tidak menyerahkan
barang kepada nasabah. Penyerahan sejumlah dana pembiayaan kepada nasabah
dan selanjutnya nasabah membeli sendiri sesuai kontrak dapat menimbulkan
penyalahgunaan pembiayaan yang tidak sesuai dengan kontrak.

Salah satu penyebab ketiga perusahaan mengalami pembiayaan berasalah
adalah adanya penyalahgunaan pembiayaan. Selanjutnya, penyebab gagalnya
pembiayaan pada perusahaan-perusahaan tersebut juga adanya proyek bangunan
yang terbengkalai. Sesuai dengan perkataan pak Nazri, adanya ketidaksesuaian
jumlah pembangunan proyek ditambah lagi bangunan-bangunan tersebut tidak
terjual dengan baik.

Kolektibilitas kredit ketiga perusahaann diatas dinyatakan macet. Pada
Bank Sumut KCSy Medan, jika perusahaan pembiayaan mengalami penunggakan
selama 1-3 bulan maka dikategorikan sandi 2 (Dalam Perhatian Khusus), 3-6
bulan sandi 3 (Kurang Lancar), 6-9 bulan sandi 4 (Diragukan), dan lebih dari 9
bulan dikategorikan macet atau sandi 5.

Menurut informasi dari Bapak Nazri, perusahaan pembiayaan diatas
diberikan jangka waktu pembiayaan 1 tahun. Sesuai juga dengan yang
diinformasikan oleh Pak Heru yang mengatakan bahwa penagihan pembiayaan
penuh bakan dilaksanakan pada satu tahun setelah proyek pembangunan dimulai.
Pembagian bagi hasil untuk Kketiganya rata-rata yaitu 15% dari margin

pertahunnya.

8 M. Nazri Mangunsong, Pimpinan Seksi Penyelamatan Pembiayaan, Wawancara Pribadi
pada tanggal 14 Oktober 2019 pukul 16.30 WIB
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Hal ini dibenarkan oleh Pak Nazri yang mengatakan :

“Pembagian bagi hasil variatif, itu dilihat pada modal yang diberikan. Tapi
rata-rata margin untuk ketiganya itu 15% pertahun bagi hasilnya.”

2. Langkah Penyelesaian
Langkah penyelesaian pada PT. Bank Sumut KCSy Medan mencegah
timbulkan kemungkinan kerugian lebih atas permasalahan yang berdampak pada
pembiayaan bermasalah. Ada beberapa cara langkah-langkah penyelesaian

permasalahan yang dilakukan pihak Bank Syariah.

Pak Nazri mengatakan :

“Awalnya bentuk penyelesaian pembiayaan macet dialkukan antara dua
cara, ada namanya penyelamatan ada penyelesaian. Bedanya, kalau
penyelamatan berarti kita masih berhubungan dengan nasabah, kalau
penyelesaian, sudah tidak ingin lagi berhubungan dengan nasabah. Kalau
penyelamatan terbagi beberapa hal, ada by call (nelpon), ada visit berarti
kita mengunjungi langsung ke lokasi usaha, ke lokasi jaminan dan ke
lokasi keberadaan nasabah. Sebenranya semuanya itu bisa diselesaikan
kalau nasabah koperatif kemudian usahanya masih ada, kalau semua ini
ada pada nasabah, inshaAllah jalannya pembiayaan akan bagus. Dan yang
ketiga invite, yaitu kita panggil nasabah, kita undang untuk penyelesaian.
Kalau ternyata nasabah tidak mau lagi, berarti kita harus melakukan
eksekusi penyelesian, itu ada lelang hak tanggungan, lelang hak
tanggungan ada dua yaitu lelang sukarela nasabah atau lelang melalui
KP2NL. lalu yang terakhir hapus buku.”%

& 1bid.
% 1bid.
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Faktor terpenting yang harus menjadi perhatian dalam langkah
penyelesaian pembiayaan yaitu upaya penyelesaian yang dikelompokkan
menjadi dua®® :

a. Stay Strategy
Strategi saat Bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis
dengan nasabah

b. Phase Out Strategy
Strategi yang dilakukan saat Bank tidak ingin melanjutkan hubungan

bisnis lagi.

Langkah-langkah yang diambil dengan Stay Strategy adalah :

a. Restructuring vyaitu strategi menyangkut perubahan struktur
pembiayaan.

b. Reconditioning yaitu menyangkut perubahan terms and condition
proyek.

c. Rescheduling menyangkut perubahan jangka waktu pembiayaan.

d. Pembaruan perjanjian pembiayaan atau penggantian nasabah lama ke
nasabah baru.

Dan langkah yang diambil Bank Sumut KCSy Medan dengan Phase Out
Strategy adalah :

a. Pelelangan hak tanggungan sukarela atau

b. Pelelangan hak tanggungan melalui KP2NL

Tahap pelelangan hak tanggungan oleh karena menurut pertimbangan
Bank Sumut KCSy Medan pembiayaan tidak mungkin terselamatkan lagi dan
menjadi lancar kembali melalui tindakan-tindakan secara stay strategy.

Dalam hal ini CV. Kharisma Graha dan CV. Bintang Angkasa masih
dalam langkah penyelesaian pembiayaan dengan metode stay strategy yaitu
Rescheduling, karena keduanya masih dianggap mempunyai usaha agar
pembiayaan diselesaikan dengan baik. Namun sayangnya, Bank memutuskan

%1 SE Pembiayaan Musyarakah, Divisi Kredit, 125_Dir_DKr_Komrs_Se_2012
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mengambil langkah Phase Out Strategy dengan pelelangan hak tanggungan
melalui KP2NL terhadap perusahaan CV. Nisa dikarenakan nasabah kurang

mampu dan usaha dalam menyelesaikan pembiayaan.

Pihak CV. Nisa berkata:

“Sebenarnya dari CV. Nisa sendiri berkeinginan agar pembiayaan dapat
selesai tanpa harus ada lelangan agunan, harapannya pihak Bank masih
mau memberikan tambahan jangka waktu untuk kami menyelesaikan
pembiayaan kerjasama ini. Tapi, sehubungan dengan pihak Bank tidak
bersedia menambah jangka waktu pembiayaan, akhirnya mau gak mau
harus mengikuti apa yang menjadi peraturan di Bank.”%?

Adanya keinginan nasabah dalam menyelesaikan pembiayaan tidak lagi
menjadi alasan, sebab bagi Bank peraturan harus tetap dipenuhi ditambah lagi
nasabah yang tidak koperatif dan kurangnya usaha nasabah dalam menyelesaikan
pembiayaan serta karakter nasabah yang hanya mengatakan “akan menyelesaikan
pembiayaan” tanpa adanya tindakan mengarah pada penyelesaian pembiayaan
yang dinilai pihak Bank hingga Bank mengambil langkah akhir dalam
menyelesaikan pembiayaan yakni dengan cara pelelangan hak tanggungan.

Pihak CV. Bingtang Angkasa juga mengatakan:

“Keinginan dalam penyelesaiannya, agar pihak Bank memberikan
keringanan pembayaran, juga jangka waktu yang diperpanjang”®

Sama dengan pihak CV. Kharisma Graha yang mengatakan:

“Keinginannya agar adanya jumlah pengembalian pokok yang dikurangi,
dan bagi hasil dihapuskan’®*

92 CV. Nisa, Wawancara Pribadi pada tanggal 1 November 2019 pukul 10.30 WIB
% CV. Bintang Angkasa, tanggal 31 Oktober 2019 pukul 16. 30 WIB
% CV. Kharisma Graha, tanggal 1 November 2019 pukul 15.30 WIB
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Keinginan dari nasabah yang kurang wajar dikarenakan merasa kurang
mampu dalam mengembalikan pokok beserta bagi hasil. Padahal sudah
seharusnya mereka mengerti prosedur dan mekanisme dalam pembiayaan
kerjasama ini. Namun demikian, nasabah masih berusaha pada proses
pengembalian dan penyelesaian pembiayaan.

Adanya penghapusan bagi hasil hanya akan diberikan pada nasabah yang
mengalami pembiayaan bermasalah yang disebabkan oleh musibah yang
menimpah nasabah ataupun dalam keadaan memaksa yang memang benar-benar

tidak mampu dalam pengembalian pembiayaan.

Seperti yang ditambahkan oleh Pak Nazri:

“Program bagi hasil dihapuskan memang ada, tapi itu diputuskan dalam

petimbangan yang seberat-beratnya kepada nasabah.%”

Demikian  juga dilihat kembali  peraturan Bank Indonesia
No0.10/39.PBI1/2008 prihal peraturan penanganan khusus perbankan pasca bencana
nasional yang terjadi di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias
Provinsi Sumatera Utara. Di dalam pasal 7 peraturan tersebut sebatas
dicantumkan adanya ketegasan mengani®® :

a. Di dalam hal tanah yang diagunkan ke pihak Bank akan dinyatakan
musnah, sementara debitur yang bersangkutan tidak mampu
menyelesaikan  kewajibannya pada Bank. Dengan demikian
permasalahan pinjaman debitur diserahkan pada kebijakan masing-
masing Bank.

b. Kebijakan Bank untuk menyelesaikan kredit seperti yang dimaksud
dalam peraturan diatas harus terlebih dahulu memperhatikan keuangan
Bank terkait.

Namun dalam hal ini tidak adanya kejelasan mutlak mengenai

penghapusan hutang di Indonesia. Ini berarti bahwa penghapusan bagi hasil yang

% M. Nazri Mangunsong, Pimpinan Seksi Penyelamatan Pembiayaan, Wawancara Pribadi
pada tanggal 31 November 2019 pukul 16.30 WIB
% https://www.bi.go.id diunduh pada tanggal 31 Oktober 2019
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dimaksud nasabah sangat tidak mungkin untuk dipenuhi selama nasabah masih
dalam keadaan baik-baik saja, jika pun dalam keadaan terkena musibah,
terpenuhinya permintaan tersebut akan diproses cukup lama mengenai pihak Bank
yang mempertimbangkan kelayakan debitur dari segi kemampuan keuangan dan
dampak musibah yang terjadi. Ini disebabkan dalam bisnis perbankan, pendapatan
terbesar Bank Syariah berasal dari sektor pembiayaan. Saat terjadi keadaan yang
memaksa (force majeure) ataupun overmatch layaknya musibah dan bencana alam
tentunya mengakibatkan debitur tidak lagi mampu mencicil pokok dan bagi hasil,
hal ini berarti kerugian yang akan diterima Bank yang diakibatkan oleh

pembiayaan bermasalah.

3. Kendala Dalam Penyelesian Pembiayaan
Setiap permasalahan, dipastikan adanya kendala dalam menyelesaikan
masalah tersebut. Namun, Bank juga harus dapat mengatasi apapun kendala yang
dihadapi. Pada Bank Sumut KCSy Medan, adanya beberapa kendala yang
dihadapi dalam menyelesaiakan pembiayaan bermasalah modal kerja kontruksi.
Pak Nazri sebagai penyelamat pembiayaan pada Bank Sumut KCSy
Medan berkata :

“Kendalanya banyak, makanya didalam analis nasabah yang diharuskan
karakternya. Kendalanya kadang ternyata saat melakukan penagihan
karakternya tidak baik. Ditelfon tidak mengangkat, kemudian kita tagih ke
lokasinya dia menghilang, nasabah yang tidak koperatif, sehingga terpaksa
kita mengambil jalan keluar dengan langkah penyelesian. Tetapi, ada juga
yang suratnya ini pun belum selesai untuk dibaliknamakan, ada kendala di
masalah hukum, penyelesaian di legal admin pembiayaan belum selesai
sertifikat, sehingga belum dipasang hak tanggungan sehingga tidak bisa
dilakukan eksekusi.”%’

Di pembahasan sebelumnya, telah dikemukakan mengenai strategi dalam
penyelesaian permasalahan pembiayaan kontruksi yang terjadi pada ketiga

perusahaan tersebut.

7 1bid.
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Namun, ada beberapa kendala yang terjadi selama proses penyelesaian
permasalahan pembiayaan yaitu, nasabah yang menghindari pihak Bank dengan
sengaja, seperti Bank mencoba berkomunikasi lewat telephone tetapi tidak
direspon dengan baik, atau secara langsung ke lapangan tetapi sangat sulit untuk
bertemu dengan nasabah. Kurangnya koperatif nasabah membuat Bank
mengambil keputusan akhir untuk menyelesaikan pembiayaan antar Bank dan
nasabah dengan cara pelelangan hak tanggungan.

Hingga saat ini pembiayaan ketiga perusahaan masih belum selesai dan
masih dalam sandi pembiayaan macet. Namun, pihak Bank Sumut KCSy Medan
sebagai partner kerjasama tidak semena-mena untuk mengyelesaikan pembiayaan
dan mengambil jalan akhir dengan pelelangan agunan. Bank masih menilai
apakah ada usaha dari nasabah untuk menjalankan kerjasama proyek
pembangunan sebagaimana mestinya hingga menjualkannya dan membagi nisbah
bagi hasil kepada Bank.

Sebagaimana Pak Nazri menjelaskan :

“ketiga perusahaan tersebut menjual rumahnya dan dilakukannya
penurunan plafon. CV. Bintang Angkasa masih tergolong koperatif
berusaha menjual proyeknya satu satu juga sama dengan CV. Kharisma
Graha walaupun pihak Bank melakukan penurunan plafon. Nah kalau CV.
Nisa akan kita lelang.”%

Pada kondisi tersebut, untuk kedua perusahaan yaitu CV. Bintang Angkasa
dan CV. Kharisma Graha bagi Bank masih dalam penilaian perusahaan yang
koperatif, maka dari itu Bank mengambil langkah Stay Strategy dengan membuat
penurunan plafon (pembiayaan) walaupun pembiayaan keduanya masih saja
dalam kategori pembiayaan macet. Namun bagi CV. Nisa, Bank menilai bahwa
perusahaan tersebut adalah perusahaan yang kurang koperatif. Adanya kendala-
kendala yang dialami pihak Bank saat mencoba menyelesaiakan permasalahan

yang terjadi dan kurangnya usaha dari perusahaan tersebut untuk menanggulangi

% 1bid.
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pembiayaan dari proyek yang terbengkalai sehingga Bank mengambil keputusan
langkah Phase Out Strategy dengan melelang rumah-rumah yeng sudah jadi dan
mengembalikan pembiayaan pokok serta membagi marginnya secara sukarela. Ini
dilakukan untuk melindungi Bank dari kerugian atas kesalahan yang dilakukan
perusahaan.
4. Upaya Penanggulangan Resiko Yang Sama

Upaya untuk menanggulangi terjadinya pembiayaan kontruksi bermasalah
kedepannya sangat penting. Disamping dikarenakan pembiayaan yang diberikan
dengan nominal besar sebab kerjasama dilakukan untuk proyek kontruksi, Bank
juga mempunyai keharusan untuk melindungi Bank dari kondisi yang

menyebabkan kerugian.

Berikut Pimpinan Seksi Penyelamatan Pembiayaan Bapak Nazri
Mangunsong mengatakan:

“Yang pertama kita harus verifikasi karakter nasabah betul-betul, dia harus
berpengalaman untuk melakukan pembangunan dan pemasaran.
Contohnya 3 bulan pertama bangun 5 rumah sudah terjual langsung, 3
bulan berikutnya begitu juga, sehingga time line pembiayaannya bisa
berhasil dan pengembalian pembiayaannya bisa cepat lunas. Yang kedua
dari segi surat, kita berharap sudah selesai semuanya sehingga kita tak
perlu lagi menunggu proses notaries yang belum selesai surat. Yang
ketiga, kita liat lokasi proyek itu memang prosfek sehingga rumah yang
dibangun cepat terjual. Kalau rumah tidak strategis, diujung-ujung kan
agak payah menjualnya.” %

Adapun upaya yang dilakukan Bank Sumut KCSy Medan dalam
menanggulangi permaslahan yang sama kedepannya adalah sebagai berikut :
1) Verifikasi data, CV dan karakter nasabah lebih selektif
2) Kelengkapan berkas dan surat surat pada legal pembiayaan lebih
dipercepat
3) Adanya penilaian lebih ketat terhadap strategisnya tempat proyek

dibangun

% 1bid.
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan pada penelitian ini, maka dapat ditarik kesimpulan yaitu

sebagai berikut :

1. Mekanisme pemberian pembiayaan modal kerja kontruksi dengan akad

a.

b.

Musyarakah adalah :

Memenuhi  persyaratan pembiayaan kontruksi yaitu pembiayaan
Musyarakah untuk badan usaha, ditambah IMB atau lIzin Mendirikan
Bangunan dan RBB Rencana Biaya Bangunan.

Tahap menganalisis dan penilaian nasabah dari segi 5C, tempat usaha,
laporan keuangan, jaminan, dan lain sebagainya.

Bank meberikan surat persetujuan beserta berkas perjanjian/akad antar
Bank dan nasabah.

Bank memberikan pembiayaan kepada nasabah dan melakukan
pengawasan terhadap proyek nasabah dengan pemantauan serta
mengadakan pengunjungan ke lokasi proyek kontruksi.

2. Faktor terpenting yang harus menjadi perhatian dalam langkah penyelesaian

pembiayaan yaitu upaya penyelesaian yang dikelompokkan menjadi dua :

a.

Stay Strategy

Strategi saat Bank masih ingin mempertahankan hubungan bisnis dengan
nasabah

Phase Out Strategy

Strategi yang dilakukan saat Bank tidak ingin melanjutkan hubungan

bisnis lagi.

3. Kendala yang terjadi selama proses penyelesaian permasalahan pembiayaan

yaitu, nasabah yang menghindari pihak Bank dengan sengaja, seperti Bank

mencoba berkomunikasi lewat telepon tetapi tidak direspon dengan baik, atau

secara langsung ke lapangan tetapi sangat sulit untuk bertemu dengan

nasabah. Kurangnya koperatif nasabah membuat Bank mengambil keputusan
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akhir untuk menyelesaikan pembiayaan antar Bank dan nasabah dengan cara

pelelangan hak tanggungan.
B. Saran

Dalam memberikan pembiayaan terhadap bidang kontruksi, hendaknya

dilakukan penilaian/analisis mendalam terhadap calon nasabah dengan seselektif
mungkin. Sebab, pembiayaan pada bidang proyek kontruksi terbilang cukup
besar sehingga dapat memperbesar kemungkinan terjadi pembiayaan bermasalah.
Dan hendaknya dilakukan pengawasan terus menerus pada saat proses
pembangunan kontruksi agar Bank dapat mengetahui perkembangan
pembangunan dan menghindari penyalahgunaan pembiayaan oleh nasabah.
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Lampian 1

Pimpinan Cabang
Rahmat Hidayat

Divisi Pengawasan

Wakil Pimpinan Cabang
Zulfikar

Pinsi. Pemasaran

Kontrol Intern
Muda
Razniarti
Zul Azmi

Kontrol Intern
Pertama
Irmayanti Lubis

Pinsi.Peny. Pinsi. Legal & Pinsi. Operasional Pinsi. Pelayanan Nasabah
Arif Abdilllah Pembiayaan Adm. Yuna Teruna Yusrinaldi
M. Razri Pembiayaan
Mangunsong Heru
Pelaksana Pelaksanaan Pelaksanaan Pelaksana Madya Pelaksanaan Madya
Madya Madya Peny. Madya Legal Operasional Pelayanan Nasabah
Pemasaran/Anali Pembiayaan & Admin Sulaiman Nasution Annisa S. Sadly (Teller)
S M. Rozi Zulfirman (SKNBI/RTGS/Pajak/La || Sri Melur Rizki (Teller)
Rizki Anzah Pahlawan M. Dedi poran) Rini Widya Ningsih (CS)
(AO/Gadai Fauzi Alina Fujiati Hsb (CS)
Emas)
M. Harsono
(AO)
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Lampiran 2

Hari/Tanggal : Senin, 14 Oktober 2019

Narasumber : Heru Kurniawan

Jabatan : Pimpinan Seksi Legal dan Admin Pembiayaan
Lokasi : Bank Sumut KCSy Medan
Waktu : 16.30 — selesai

1. Dalam akad pembiayaan musyarakah modal kerja kontruksi apa yang menjadi
aturan bagi nasabah melakukan pengajuan pembiayaan?

» Melengkapi persyaratan pengajuan pembiayaan

2. Apa syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pembiayaan modal kerja
kontruksi?

» Syaratnya sama dengan pembiayaan Musyarakah untuk badan usaha pada
umumya, yang pasti pembedanya harus ada IMB atau lIzin Mendirikan
Bangunan dan RBB, Rencana Biaya Bangunan. Terutama IMB harus punya
izin, dan diizin itu harus sesuai, bangun 74 rumabh, di izin tertulis 74.

3. Bagaimana cara Bank untuk menentukan mudharib memperoleh pembiayaan?

» Apabila telah memenuhi persyaratan, untuk pembiayaan kontruksi kita lihat
lagi CV, historis nasabah dalam memanage usahanya, pengalamannya sampai
dimana, adakah usaha proyek sebelumnya. Kemudian daerah, yaitu daerah
yang akan dibangun proyek apakah marketable, atau mudah dijual. Lalu,
RBB apakah sesuai dengan harga pasar biaya membangun satu unitnya. Tapi
yang pasti juga dalam menentukan mudharib lebih jelas lagi di analis 5C.

4. Bagaimana mekanisme pemberian modal proyek kontruksi dengan akad
musyarakah?

» Setelah memenuhi syarat dan telah disetujui, sistem awal pemberian modal
itu ditetapkan. Contoh, Perusahaan mengajukan pembiayaan 5 Milyar Rupiah
untuk membangun beberapa unit. Pencairan awal 1 Milyar ke nasabah, 4
Milyar di hold dulu. Ditahan, jadi kita tidak langsung memberikan 5 Milyar.
Dari 1 Milyar ini kita lihat, apa yang telah terlaksana. Itu namanya by
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progress. Jadi setelah 1 Milyar diberikan, 2 minggu atau 1 bulan kemudian
kita melakukan kunjungan, Kkita lihat progress pembangunan proyek
bagaimana. Kalau sudah mencapai 1 Milyar atau lebih (perkiraan biaya), lalu
kita cairkan lagi berikutnya. Sambil melihat apakah sudah ada peminat untuk
membeli bangunan untuk memudahkan pengembalian pokok dan bagi hasil.
Bagaimana mekanisme pembagian bagi hasil antar Bank dan nasabah?

Sistem pembagian bagi hasil itu dengan cara mengestimasikan di bulan
keberapakah mulai ada penjualan. Semakin cepat laku semakin kecil bagi
hasil yang harus dibayar ke Bank, atau bagi hasil Bank semakin sedikit. Tapi
kalau semakin lama penjualan akan semakin besar dan memberatkan nasabah.
Makanya, itu menjadi pemacu agar nasabah cepat menjual.

Bagaimana cara pengawasan pihak Bank terhadap mitra kerjanya dalam
melakukan proses pembangunan kontruksi?

Dengan penahanan dana atau dana bertahap termasuk pada cara pengawasan
Bank. Dan adanya pengawasan Bank langsung memantau pembangunan dan

penjualan agar berjalan dengan baik.
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Lampiran 3

Hari/Tanggal : Senin, 14 Oktober 2019
Narasumber : M. Nazri Mangunsong

Jabatan : Pimpinan Seksi Penyelamat Pembiayaan
Lokasi : Bank Sumut KCSy Medan
Waktu : 16.30 — selesai

1. Di tahun 2015 terdapat 3 kasus kontruksi bermasalah, apa yang menjadi
penyebab terjadinya permasalahan pada ketiga kasus tersebut?

» Penyebab gagalnya pembiayaan itu ada beberapa hal, yang pertama adalah
karakter nasabah, yang kedua adalah gagal proyek, artinya, ketiga perusahaan
tersebut kan pembiayaan kontruksi, jadi ketiganya melakukan side steaming,
yaitu penyalahgunaan dana yang seharusnya untuk pembangunan rumah
(proyek) tapi digunakan untuk keperluan lainnya. Yang Kketiga, tidak
mampunya nasabah untuk menjual proyek yang sudah terbangun sehingga
kreditnya macet. Pada saat jatuh tempo, rumah terbangun tapi tidak sesuai
target yang harus dibangun. Misalnya, perencanaan dibangun 20 rumah,
tetapi yang terbangun hanya 10 rumah, kemudian 10 rumah ini pun tidak bisa
dijual.

2. Berapa lama jangka waktu yang diberikan untuk pembiayaan modal kerja
tersebut?

» Satu tahun setelah pembangunan berlangsung.

3. Berapa persen pembagian bagi hasil untuk ketiga kasus tersebut?

» Pembagian bagi hasil variatif, itu dilihat pada modal yang diberikan. Tapi
rata-rata margin untuk ketiganya itu 15% pertahun bagi hasilnya.

4. Sebagai mitra usaha, apa strategi dari pihak Bank sebagai jalan keluar
terhadap masalah kontruksi tersebut?

» Awalnya bentuk penyelesaian pembiayaan macet dialkukan antara dua cara,
ada namanya penyelamatan ada penyelesaian. Bedanya, kalau penyelamatan

berarti kita masih berhubungan dengan nasabah, kalau penyelesaian, sudah
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tidak ingin lagi berhubungan dengan nasabah. Kalau penyelamatan terbagi
beberapa hal, ada by call (nelpon), ada visit berarti kita mengunjungi
langsung ke lokasi usaha, ke lokasi jaminan dan ke lokasi keberadaan
nasabah. Sebenranya semuanya itu bisa diselesaikan kalau nasabah koperatif
kemudian usahanya masih ada, kalau semua ini ada pada nasabah, inshaAllah
jalannya pembiayaan akan bagus. Dan yang ketiga invite, yaitu kita panggil
nasabah, kita undang untuk penyelesaian. Kalau ternyata nasabah tidak mau
lagi, berarti kita harus melakukan eksekusi penyelesian, itu ada lelang hak
tanggungan, lelang hak tanggungan ada dua yaitu lelang sukarela nasabah
atau lelang melalui KP2NL. lalu yang terakhir hapus buku.

. Apa kendala yang dihadapi Bank pada penyelesaian permaslahan pembiayaan
tersebut?

Kendalanya banyak, makanya didalam analis nasabah yang diharuskan
karakternya. Kendalanya kadang ternyata saat melakukan penagihan
karakternya tidak baik. Ditelfon tidak mengangkat, kemudian Kita tagih ke
lokasinya dia menghilang, nasabah yang tidak koperatif, sehingga terpaksa
kita mengambil jalan keluar dengan langkah penyelesian. Tetapi, ada juga
yang suratnya ini pun belum selesai untuk dibaliknamakan, ada kendala di
masalah hukum, penyelesaian di legal admin pembiayaan belum selesai
sertifikat, sehingga belum dipasang hak tanggungan sehingga tidak bisa
dilakukan eksekusi.

Hingga saat ini pengembalian pembiayaan masih belum terpenuhi, bagaimana
penyelesaian akhir dari pihak Bank dalam menghadapi kasus tersebut?

Ketiga perusahaan tersebut menjual rumahnya dan dilakukannya penurunan
plafon. CV. Bintang Angkasa masih tergolong koperatif berusaha menjual
proyeknya satu satu juga sama dengan CV. Kharisma Graha Jaya Realestat
walaupun pihak Bank melakukan penurunan plafon. Nah kalau CV. Nisa
akan kita lelang.

. Apa yang dilakukan pihak Bank kedepannya untuk mengurangi resiko

permasalahan kasus pembiayaan kontruksi?
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» Yang pertama kita harus verifikasi karakter nasabah betul-betul, dia harus
berpengalaman untuk melakukan pembangunan dan pemasaran. Contohnya 3
bulan pertama bangun 5 rumah sudah terjual langsung, 3 bulan berikutnya
begitu juga, sehingga time line pembiayaannya bisa berhasil dan
pengembalian pembiayaannya bisa cepat lunas. Yang kedua dari segi surat,
kita berharap sudah selesai semuanya sehingga kita tak perlu lagi menunggu
proses notaries yang belum selesai surat. Yang ketiga, kita liat lokasi proyek
itu memang prosfek sehingga rumah yang dibangun cepat terjual. Kalau

rumah tidak strategis, diujung-ujung kan agak payah menjualnya.
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